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                           
                           
                     
jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 
memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 
yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Al- 
Baqarah : 283 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian 
lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya 
dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ  ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu 
ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah 
itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun dalam 
transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata 
maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh 
berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan 
huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga 
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata 
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata 
lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau 
bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
SYAFIRA RAMADHANTI EKA PRATIWI, NIM: 152.111.063, Kelas HESB 
PRAKTEK KONSINYASI EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN NOMOR 
07/ DSN - MUI/ IV/ 2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUḌARABAH (Studi 
Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ngabean) 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya Pegadaian Syariah  
yang menjalankan produk investasi emas. Sebagai Pegadaian Syariah dalam 
menjalankan produknya salah satu investasi emas haruslah sesuai dengan Fatwa 
DSN MUI. Namun kenyataannya ada beberapa Pegadaian Syariah yang dalam 
melaksanakan investasi emas tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui sistemazing dan editing. 
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikit induktif. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek investasi emas seperti produk 
konsinyasi emas yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ngabean sesuai 
dengan Fatwa DSN Nomor 07/ DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan 
Mudharabah. Dan dalam hal ini Pegadaian bisa menggunakan akad lain selain 
mudarabah yaitu akad ijarah atau menggabungkan akad ijarah dan mudarabah. 
Kata Kunci : Jual beli, mudharabah, Konsinyasi 
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ABSTRACT 
 
SYAFIRA RAMADHANTI EKA PRATIWI, NIM: 152,111,063, HESB Class 
GOLD CONSINYATION PRACTICE REVIEWED FROM DSN FATWA 
NUMBER 07 / DSN - MUI / IV / 2000 CONCERNING MUḌARABAH 
FINANCING (Ngabean Branch Syariah Pawnshop Case Study) 
The problem in this study is the number of Islamic Pawnshops that 
run gold investment products. As a Sharia Pawnshop in carrying out its 
products, one of the gold investments must be in accordance with the MUI 
DSN Fatwa. But in reality there are several Sharia Pawnshops that carry out 
gold investments not in accordance with the MUI DSN Fatwa. 
This research includes the type of field research (data research), the 
data used are primary and secondary data collected through observation, 
interviews and documentation. Processing data through sistemazing and 
editing. The analysis was carried out qualitatively with an inductive method. 
The results of this study are that gold investment practices such as 
gold consignment products carried out by the Ngabean Branch Sharia 
Pawnshop are in accordance with DSN Fatwa Number 07 / DSN-MUI / IV / 
2000 concerning Muḍarabah Financing. And in this case Pegadaian can use 
another contract other than mudarabah, ijarah contract or combine ijarah 
and muḍarabah contract. 
Keywords: Buying and selling, muḍaraba, consignment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi  satu 
sama lain sebuah hal yang membedakan manusia dan hewan. Sifat dasar 
manusia tidak bisa hidup sendiri manusia membutuhkan manusia lainnya 
untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup guna 
melangsungkan kehidupan manusia.  Manusia butuh bekerja dan tolong 
menolong dalam hal bermuamalah. 
Manusia diberi kebebasan untuk berusaha dimuka bumi  untuk 
memakmurkan kehidupan didunia ini.  Manusia sebagai khalifah di bumi 
harus kreatif, inovatif, kerja keras, berjuang dan pantang menyerah. Berjuang 
bukan hanya untuk hidup saja tetapi berjuang agar bisa mengemban amanah 
dari Allah untuk kemaslahatan manusia. 
1
 Manusia diberikan akal budi yang 
kuat sehingga manusia dapat berfikir secara rasional dan menciptakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.
2
 Menjadi tuntutan manusia yang semakin 
meningkat, melahirkan mode - model transaksi baru yang membutuhkan 
penyelesaian dari sisi hukum Islam apalagi penyelesaian muamalah. 
                                                          
1
 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih ,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm 129. 
2
 Maskoeri Jasin, Ilmu Alamiah Dasar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),hlm 1. 
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Muamalah mengatur bagaimana aturan kehidupan manusia yang 
berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya agar tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam.
3
  Kehidupan sosial ekonomi, termasuk 
investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Islam tidak 
melarang umatnya menanggung risiko dalam menjalankan invetasi. Setiap 
mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan 
menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak mengetahui hasil 
upaya yang dilakukan saat ini sebagaimana pada QS Luqman : 34 Allah 
berfirman: 
                            
                       
             
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 
tentang hari Kiamat dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui 
apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun 
yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.4  
 
Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar, 
maysir, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang 
                                                          
3
Muhammad Nafik, Benarkah Bunga Haram (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hlm 13. 
4
 Dapartemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung, Gema Risalah 
Press,1993), hlm 658 
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merugikan salah satu pihak. Islam juga mengharamkan semua tindakan yang 
merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang 
didasarkan atas prinsip saling menguntungkan. Seperti halnya dengan emas, 
emas merupakan barang yang terbuat dari logam mulia yang sangat berharga, 
manusia biasanya gemar mengoleksi emas bukan hanya sebagai perhiasan 
semata. Emas kini juga digemari sebagai investasi jangka panjang dengan 
harga emas yang semakin hari semakin mahal emas mampu menandingi 
produk investasi lainnya seperti saham dan obligasi. 
Kata zahab yang berarti emas disebut dalam Alquran sebanyak 
delapan kali, namun hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang 
yang mengumpulkan emas dan menyimpan emas karena tidak 
memanfaatkannya dijalan yang benar.
5
  Sebagaimana yang tersirat dalam QS 
Al-Taubah : 34 : 
                        
                    
                   
        
 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari 
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan 
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) 
                                                          
5
 Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),hlm 146 
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dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 
 
Dengan berinvestasi manusia bisa meningkatan taraf kehidupannya 
yang akan mendatang. Investasi mempunyai bermacam-macam jenis 
instrumennya yaitu surat berharga seperti saham dan reksadana, dalam bentuk 
fisik seperti emas murni, atau properti, dan yang berwujud seperti tabungan 
yaitu deposito. Setiap instrument mempunyai keunggulan sendiri seperti 
halnya pada investasi emas. 
 Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menaungi kegiatan 
gadai Syariah (rahn) yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan nilai 
keIslaman.
6
 Pegadaian Syariah dilakukan secara sukarela dan tolong 
menolong tanpa mencari keuntungan yang mana itu bertolak belakang dengan 
Pegadaian Konvensional yang mengedepankan keuntungan. 
Pegadaian Syariah mempunyai berbagai macam produk investasi emas 
salah satunya konsinyasi
7
 emas yaitu layanan titip jual emas batangan 
sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 
disimpan di Pegadaian Syariah keuntungan dari penjualan emas batangan 
diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih 
                                                          
6
 Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2009 Tentang Pegadaian. 
7
 Konsinyasi berarti “penitipan barang dagangan kepada agen untuk dijualkan dengan dibayar 
kemudian”, dikutip dari https://kbbi.web.id , diakses pada tanggal12 November 2018 
5 
 
produktif.
8
 Konsep sistem konsinyasi emas syariah sistem konsinyasi emas 
syariah adalah layanan titip dan jual emas batangan yang dilakukan oleh 
lembaga keuangan atau Pegadaian melalui layanan konsinyasi emas. Dengan 
melakukan penitipan, emas dari nasabah akan aman dan ada jaminan 
kehilangan. Emas yang disimpan akan dijaga hingga masa perjanjian 
konsinyasi berakhir.  
Pegadaian Syariah menggunakan akad Muḍarabah  dengan bagi hasil 
antara pihak nasabah dengan Pegadaian Syariah  atas penjualan emas yang 
dilakukan nasabah kepada pihak ketiga melalui Pegadaian Syariah. Akad 
Muḍarabah sendiri adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta 
tambahan keuntungan.
9
 
Sebagai contoh praktik konsinyasi emas yang terjadi pada Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean adalah pada awalnya nasabah yang mempunyai 
emas batangan  menitipkan emas tersebut untuk dijualkan kembali oleh 
Pegadaian Syariah datanglah pihak ketiga yang menjadi nasabah juga ke 
Pegadaian yang ingin membeli emas, diberikanlah emas nasabah pertama tadi 
untuk pihak ketiga tersebut nasabah pertama mendapat 1% dan Pegadaian 
                                                          
8
 Pegadaian Syariah, “Konsinyasi Emas”, dikutip dari  www.portal-pegadaian-syariah.com , 
diakses pada tanggal 25 agustus 2018. 
9
 Ibnu Dian Wijanarto, Kasir Muda Pegadaian Syariah, wawancara pribadi, 10 oktober 2018, 
jam 10.25- 10.42 WIB 
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mendapatkan keuntungan 2% dari hasil penjualan emas yang dikonsinyasikan 
di Pegadaian Syariah. Biaya penitipan gratis hingga 3 bulan.
10
 
Pegadaian Syariah sama sekali tidak mengeluarkan dana untuk 
dijadikan usaha, atau pembiayaan lainnya di Pegadaian Syariah namun 
Pegadaian Syariah hanya memberikan pelayanan jasa titip jual untuk 
menjualkan emas kepada pihak yang membutuhkan emas tersebut. Dan dari 
penjualan emas tersebut Pegadaian mendapatkan bagi hasil sebesar 2% bagian  
dari hasil jasa titip jual tersebut. Selain itu emas yang dibeli harus emas dari 
Pegadaian, walaupun emas itu adalah antam yang sama dengan pegadaian 
tetapi tetap saja, emas itu tidak boleh dikonsinyasikan di Pegadaian. Hal ini 
dapat diartikan seperti kita harus membeli produk pegadaian dahulu, baru 
pegadaian akan menjualkan emas itu kembali kepada nasabah atau pihak ke 
tiga.
11
 
Sebagai lembaga Keuangan non bank yang banyak  menjalankan 
berbagai praktek investasi emas terutama Pegadaian Syariah haruslah sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI yang telah dibuat untuk mengatur jalannya 
Pegadaian Syariah terutama dalam menjalankan investasi emas yang sesuai 
dengan syariat Islam. 
Namun dalam menjalankan produk investasi emas masih ada beberapa 
lembaga keuangan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Fatwa DSN 
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MUI seperti  praktek konsinyasi emas di beberapa Pegadaian Syariah yang 
dalam pelaksanaannya belum sepeuhnya sempurna sesuai dengan syariat 
Islam dikarenakan dalam realisasi akad atau perjanjian pihak Pegadaian telah 
melakukan wan prestasi yaitu berupa tindakan penundaan bagi hasil bagi dari 
penjualam emas yang telah beberapa kali dikonsinyasikan dari waktu yang 
telah diperjanjikan yang karena tindakan tersebut nasabah merasa dirugikan 
oleh pihak Pegadaian.
12
 Adapun kasus lainnya yaitu tidak sesuainya akad 
murabahah yang dilakukan di Pegadain Syariah dengan murobahah dalam 
fiqh muamalah dikarenakan Pegadaian Syariah dalam pembelian emas 
nasabah harus membayar dahulu kemudian logam mulianya didatangkan 
padahal seharusnya akad murabahah itu penyerahan barang dilakukan 
sebelum proses pembayaran.
13
 
Tidak dapat dihindari lagi bahwa masih ada Pegadaian Syariah yang 
dalam prakteknya belum sesuai dengan syariat Islam atau belum sesuainya 
dengan akad yang digunakan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan 
bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Ngabean juga melakukan hal sama yaitu 
tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam 
atau Fatwa DSN MUI. 
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 Elabe Pinti “ Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usahapada 
Industri Kecil dan Menengah Pangan Kota Pekanbaru di Tinjau dari Ekonomi Islam. ”, Skripsi  tidak 
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Berdasarkan pemasalahan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian 
dengan mengangkat permasalahan dengan judul “Praktik Konsinyasi Emas 
ditinjau dari Fatwa DSN Nomor 07/ DSN - MUI/ IV/ 2000 tentang 
Pembiayaan Muḍarabah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean ) 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah  Cabang 
Ngabean? 
2. Bagaimana Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean ditinjau dari Fatwa DSN Nomor 07/ DSN - MUI/ IV/ 2000 
tentang Pembiayaan Muḍarabah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean) 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari permasalah diatas yaitu : 
1. Untuk menganalisis bagaimana Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean. 
2. Untuk menganalisis bagaimana Praktek Konsinyasi ditinjau dari Fatwa 
DSN Nomor 07/ DSN - MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan Muḍarabah 
(Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ngabean ) 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis  
9 
 
a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan 
kontribusi kepada keilmuan ekonomi Islam khsusnya pada 
perkembangan investasi emas yang semakin hari semakin pesat 
perkembangannya. Terutama untun investasi emas yang ada di 
Pegadaian Syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Ngabean Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean  dalam menerapkan sistem di Pegadaian. 
b. Bagi Penulis 
Sebagain bahan kajian ilmiah dari teori terdahulu dan 
mengaplikasikannya secara empiris didunia nyata dengan harapan 
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara 
lebih mendalam tentang Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean. 
c. Bagi Masyarakat 
Diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat untuk 
mengetahui pentingnya kejelasan akad terlebih dahulu antara kedua 
belah pihak atas Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean. 
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E. Kerangka Teori 
1. Definisi Gadai 
Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan 
dapat dinamai dengan al- habsu. Al- habsu berarti penahanan terhadap 
suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikn sebagai pembayaran 
dari barang tersebut. Sedangkan menurut  Sayyid Sabiq, rahn adalah 
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 
syara‟ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh 
mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya 
itu.
14
  
Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam 
Kitab al – Mughni adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari 
suatu hutang untuk dipenuhi dari hartanya, apabila yang berhutang tidak 
sanggup membayarnya dari seorang yang berpiutang sedangkan Imam 
Abu Zakaria al – Anshary dalam Kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan 
rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai 
kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila 
utang tidak dibayar. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa 
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  Anshori, Abdul Gofur, “ Gadai Syariah di Indonesia “, ( Yogyakarta : Gadjah Mada 
Universirty press, 2011) hlm 112 
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pengertian Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinajaman yang ia terima.
15
  
Pegadaian yang ada dalam syariah tidak berbeda dengan 
pngertian gadai yang ada dalam hukum positif seperti yang tercantum 
dalam Burgerlijk Wetbook adalah suatu hak yang diperoleh seseorang 
yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan 
kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan dari pada orang- orang yang 
berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya- biaya mana yang harus didahulukan. 
Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang banyak diminati 
oleh masyarakat yang membutuhkan dana cepat, adapun dasar hukum 
dalam menjalankan gadai yaitu : 
2. Dasar Hukum Gadai 
a. Al – Qur‟an 
Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al- 
Qur‟an QS.  Al – Baqarah ayat 283: 
                      
                        
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 Ibid..hlm. 113. 
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                     
       
 jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 
saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
b. As- Sunnah 
 َناَك َاذِإ  ًِ ِتَقَفَِىت ُةَكُْسي  ُهٌْ َّسلا .م .ص الله  ُلُ ُس َز  َل َ اق :  َلا َق ج َس ْي َس ٌُ  ّ ِت َا  ْه َع
 ُبَسْشَي ََ  ُةَكَْسي ِْرَّلا َّلَع ََ  ًاوٌُُ ْسَم َناَك َاذِإ ًِ َِتقَفَِىت ُبَسُْشي ِّزَّدلا ُهَثَل ََ  ًاوٌُُ ْسَم
16
) ِزاخثلا ياَز(  ُحَقَفَّىلا 
 Artinya : 
Dari Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah SAW, Binatang  
tunggagan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkahnya apabila ia 
tergadai dan susunya boleh diminum lantaran memberi nafkahnya 
apabila ia tergadai dan wajib orang yang menunggang dan yang 
meminum nafsah ( H.R Bukhari ). 
Dalam melakukam transaksi gadai, ada rukuin dan syarat yang 
harus dipenuhi antara  nwasabah dan Pegadaian Syariah yaitu : 
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai :17 
a. Ijab Qabul 
                                                          
16
 Al- Bukhari, Sahih al- Bukhari, “ Kitab Persyaratan “. ( Istanbul : Dar al- Fikr, 1981), 
2512- 2532. Hadist dari Abu Hurairah. 
17
 Anshori Abdul Gofur, Gadai Syariah di Indonesia…,hlm. 115. 
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Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, 
asalkan saja didalamnya terkandung adanya maksud perjanjian gadai di 
antara para pihak. 
b. Orang yang bertransaksi 
Syarat- syarat harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai 
yaitu rahin ( pemberi gadai ) dan murtahin ( penerima gadai) adalah : 
1) Telah dewasa 
2) Berakal 
3) Atas keinginan sendiri 
c. Adanya barang yang digadaikan ( marhun ) 
Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 
digadaikan adalah: 
1) Dapat diserahterimakan 
2) Bermanfaat 
3) Milik rahin 
4) Tidak bersatu dengan harta lain  
5) Jelas 
6) Dikuasai oleh rahin 
7) Harta yang tetap 
d. Marhun bih 
Syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah : 
1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan  
14 
 
2) harus lazim pada waktu akad 
3) Utang harus jelas 
4. Akad Muḍarabah  
Kata akad secara etimologi atau bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu 
ar-rabtu yang memiliki arti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat 
antara beberapa ujung sesuatu. Istilah lain yang berkaitan dengan kata akad 
terdapat Al-Quran, yaitu kata „ahd (al-„ahdu). Al-Quran memaknai kata akad 
yang berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua „ahd (al-„ahdu) 
dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau 
perjanjian.
18
 
Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian antara ijab dan 
qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap 
objeknya”.19 Adanya ikrar yang diucapkan maupun dilakukan menjadi salah 
satu unsur terpenting dalam akad. Ikrar ini terbagi menjadi dua yaitu ijab dan 
qabul. Ijab merupakan pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh pihak 
pertama yang didalamnya berisi tentang ketentuan atau syarat dan perikatan 
yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua sebagai 
bentuk menerima atau mengabulkan tawaran pihak pertama. Landasan hukum 
akad terdapat dalam Al-Quran, yaitu (QS. Al-Maidah: 1) : 
                                                          
18
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 19.   
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 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta: Parama Plubishing, 2012), hlm . 40. 
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                          
                            
 
    
 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya. 
 
Kata akad dalam ayat tersebut artinya adalah janji, yang mencakup janji 
hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan 
sesamanya dalam pergaulan. 
Islam memandang bahwa setiap akad yang akan laksanakan harus 
dipenuhi rukun dan syarat yang berlaku didalamnya. Rukun adalah unsur 
muthlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah 
satu rukun tidak terpenuhi, secara syariah akad tersebut dipandang tidak 
pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap 
rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.
20
 Dalam menentukan rukun akad 
setiap ulama memberikan pendapatnya masing-masing. Menurut mazhab 
                                                          
20
 Wirdyanin gsih, et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005), hlm . 93   
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Hanafi, rukun akad terdiri dari ijab dan qabul. Sementara Jumhur ulama 
berpendapat bahwa rukun akad adalah:  
a. Sigat (ijab dan qabul), ijab dan qabul dalam akad dapat dilakukan dengan 
empat cara, yaitu: lisan (ucapan), tulisan, isyarat (hal ini dilakukan oleh 
orang yang mempunyai keterbatasan khusus dan para pihak memahami 
perikatan yang dilakukan), dan perbuatan (saling memberi dan 
menerima).  
b. Pelaku akad, pelaku akad adalah orang yang sudah aqil baligh dan juga 
memiliki kewenangan atau hak terhadap objek akad.  
c. Objek akad  
Syarat akad yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi subjek 
perikatan, adalah sebagai berikut: 
1) Aqil, yaitu orang yang berakal sehat dan orang yang baligh (telah 
sampainya usia sesorang pada tahap kedewasaan).  
2) Tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.  
3) Muhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan.  
Muḍarabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan dan 
al-dharb fi al-ard, yang berarti melakukan perjalanan.
21
 Pengertian memukul 
atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses sesorang memukulkan kakinya 
dalam menjalankan usaha. Makna ini berkaitan dengan kemitraan karena, 
                                                          
21
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,( Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), hlm. 95   
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kemitraan tipe ini mensyarakat bepergian untuk berbisnis, khususnya pada 
masa lalu.  
Secara teknis, Muḍarabah adalah kemitraan laba, di mana satu pihak 
menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain sebagai pengelola dana 
(mudarib). Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali 
menggunakan istilah Muḍarabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi‟i 
menggunakan istilah qiradh.  
 Al-Muḍarabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana 
pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihal lain menjadi pengelola. 
Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 
Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan 
akibat dari kelalain pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian 
pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
22
 
5. Konsinyasi 
a. Sejarah Konsinyasi 
Berawal dari masyarakat Indonesia yang saat ini sangat antusias 
dengan investasi emas serta banyaknya masyarakat sadar pentingnya 
investasi. Investasi emas secara jangka panjang akan memberi keuntungan 
bagi pemiliknya. Emas selain likuid juga sebagai alat lindung nilai asset 
                                                          
22
 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Rajawali 
Press , 2014), hlm. 220   
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manusia. Investasi emas cukup mudah dan aman. Karena memiliki nilai jual 
tinggi, emas kerap digunakan untuk investasi.
23
 
Pihak Pegadaian memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin 
memiliki emas dengan produk-produk emas yang ditawarkan oleh Pegadaian 
salah satunya konsinyasi emas tersebut. Pegadaian mengawali konsinyasi 
tersebut pada 2010. Inovasi ini melihat adanya kebutuhan masyarakat untuk 
menyimpan emas untuk di titipkan di Pegadaian namun mendapatkan hasil. 
Muncullah produk konsinyasi emas ini untuk menjawab kekhawatiran 
masyarakat dalam berinvestasi emas melalui produk konsinyasi emas ini di 
Pegadaian Syariah.
24
  
Adapun tujuan dari diluncurkannya konsinyasi emas ini sendiri 
adalah untuk memberikan kenyamanan dan keuntungan kepada nasabah 
Pegadaian untuk menitipkan emas yang dimilikinya untuk djualkan dan 
mendapat keuntungan dari prosentase pembagian hasil tersebut. Tidak perlu 
khawatir akan kehilangan atau tindakan kriminal lainnya. Hal ini benar 
mempermudah nasabah untuk berinvestasi emas dengan menggunakan 
konsinyasi emas. 
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 Pegadaian Syariah, ‚Konnsinyasi Emas‛, dalam www.portal-pegadaian-syariah.com, 
diakses pada tanggal 25 Agustus 2018. 
24
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F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi dari Heri Agus Prasetyo IAIN SURAKARTA Tahun 2017 
dengan judul “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas” ( Studi 
Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru ). Hasil penelitian 
membahas mengenai resiko yang paling krusial pada pembiayaan gadai emas 
serta penerapan manajemen resiko pada produk gadai emas. Perbedaan 
dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada produk dari Pegadaian 
syariah yaitu konsinyasi emas yang merupakan layanan titip jual emas 
dengan akad Muḍarabah.25 
Skripsi dari Dita Eka Salsabila  IAIN SURAKARTA tahun 2017 
dengan judul “Analisis Mekanisme Produk Ar- rum, Ar- rahn, dan Amanah 
di Pegadaian Syariah (study kasus Unit Pegadaian Syariah Ngebean) ” Hasil 
penelitiannya membahas Analisis Mekanisme Produk Pinjaman di Pegadaian 
Syariah .Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis hanya meneliti 
salah satu produk dari Pegadaian Syariah yaitu praktek konsinyasi emas 
dengan akad Muḍarabah .26 
Skripsi dari Haryati, IAIN Purwokerto tahun 2016 yang berjudul “ 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan 
                                                          
25
 Heri Agus Prasetyo “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas  (Studi Kasus 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru) . ”, Skripsi  tidak diterbitkan, IAIN Surakarta 
,Surakarta, 2017. 
26
 Dita Eka Salsabila“Analisis Mekanisme Produk Ar- rum, Ar- rahn, dan Amanah di 
Pegadaian Syariah (study kasus Unit Pegadaian Syariah Ngebean)” Skripsi tidak diterbitkan IAIN 
Surakarta, Surakarta, 2017. 
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Distributor Dengan Sistem Bon (Studi kasus di Toko Emas Nur Putra 
Bobotsari)”. Hasil penelitian membahas mengenai praktik jual beli emas 
antara supplier dan distributor dengan sistem bon ini adalah tidak sesuai 
dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena obyek jual beli dengan 
sistem bon adalah emas yang termasuk barang ribawi dan transaksinya harus 
tunai sehingga praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena 
mengandung unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan 
dengan skripsi penulis adalah konsinyasi emas adalah layanan titip jual bukan 
jual beli dan tidak mengandung unsur gharar dan riba.
27
 
Skripsi dari Rahmania UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 yang 
berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian 
Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”. Hasil penelitian membahas 
mengenai produk investasi jangka panjang. Salah satunya produk tabungan 
emas dengan adanya produk tabungan emas ini mempermudah masyarakat 
yang ingin investasi emas. Perbedaan dengan skripsi saya adalah dari produk 
pegadaian syariah  penulis meneliti produk konsinyasi emas.
28
 
Skripsi dari Fauzia Ulirrahmi Universitas Muhammadiyah Surakarta  
tahun 2012 yang judul Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil  
                                                          
27
 Haryati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor 
Dengan Sistem Bon (Studi kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)” Skripsi tidak diterbitkan, IAIN 
Purwokerto,Jawa Tengah, 2016. 
28
 Rahmania “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah 
Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Antasari Banjarmasi, Kalimantan 
Selatan, 2017. 
21 
 
penelitian membahas bahwa investasi emas diperbolehkan dalam Islam 
sebagai wujud pengejawatahan manusia perintah Allah SWT kepada manusia 
sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Syarat-syarat dalam berinvestasi 
emas yang sesuai dengan hukum Islam. Investasi melalui perbankan syariah 
dan Pegadaian diperbolehkan dalam Islam karena akadnya jelas yaitu akad 
murabahah akad wakalah, dan akad rahn. Syarat-syarat dalam ketiga akad 
tersebut juga telah dipenuhi oleh Bank Syariah maupun Pegadaian.
29
 
Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada produk dari 
Pegadaian syariah yaitu konsinyasi emas yang merupakan layanan titip jual 
emas dengan akad Muḍarabah. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diatas maka penulis 
mengembangkan pijakan analisis tersebut untuk menganilisis objek baru yaitu 
focus pada produk dari pegadaian syariah yaitu konsinyasi emas yang 
merupakan layanan titip jual emas dengan akad mudharobah. 
G. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.  
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian 
                                                          
29
 Ulilrahmi, Fauzi “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi tidak 
diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012. 
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari 
orang- orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam 
kehidupan yang nyata dan sebenarnya. Penelitian lapangan dapat juga 
dianggap sebagai pendekan luas dalam penelitian kualitatif dan sebagai 
metode untuk mengumpulkan data kualitatif.
30
 
2.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi Galery Pegadaian Syariah 
Ngabean, karena penelitian ini bersifat field research maka langsung 
meneliti di Pegadaian Syariah Cabang Ngabean yang dijadikan obyek 
penelitian. 
3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber : 
a. Data primer 
Data Primer merupakan sumber penelitian langsung pada 
subyek atau proses yang terjadi dilapangan sebagai sumber infomasi 
yang diteliti.
31
 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa 
wawancara dengan informan dan juga observasi di Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean. 
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  Syaifudin Azwar, Metodelogi Penelitian, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar cet V, 2004 ), 
hlm. 14. 
31
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b. Data sekunder 
Data Sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan 
penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang 
dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan 
melengkapi wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ada.
32
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 
digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
bercakap-cakap/mengajukan pertanyaan dan berhadap muka dengan 
orang yang dipandang bisa memberikan informasi kepada peneliti.
33
 
Teknik wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan komunikasi 
atau hubungan dengan responden, yaitu pihak Pegadaian Syariah, 
spserti kasir muda Pegadaian Syariah, dan nasabah dari Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean.Wawancara dilakukan dengan cara tertulis 
maupun lisan. Wawancara dilakukan sebanyak delapan kali. Teknik 
wawancara dapat dilakukan dengan cara yaitu, melalui tatap muka. 
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 Ibid, hlm, 15 
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 Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakart: Pustaka pelajar cet V, 2004) 
hlm.14. 
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b. Dokumentasi  
Yaitu mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya 
dengan obyek penelitian. Dokumentasi dari asal katanya adalah 
dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, foto, brosur, dan 
sebagainya.
34
 Dokumen yang peneliti gunakan yaitu berupa data dari 
Pegadaian Syariah Cabang Ngabean dengan dokumen pendukung 
berupa brosur, foto dan sebagainya. 
c. Pengamatan ( Observasi )  
Pengamatan ( observasi ) adalah mengamati gejala yang 
diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan 
pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa 
yang ditangkap kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut 
dianalisis.
35
 Pengamatan dilakukan dengan memasuki Pegadaian 
Syariah, melihat prosedur jalannya Pegadaian Syariah, metode 
pengamatan ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil 
Pegadaian Syariah, Visi Misi dan lain- lain yang diperlukan dalam 
penelitian ini. 
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 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: 
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5. Waktu Penelitian  
Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan 
sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang 
lebih satu bulan. Dimana dalam satu bulan tersebut digunakan untuk 
pengumpulan data. 
6. Tabel Jadwal Penelitian 
N
O 
BULAN Okt Nov Jan Feb Mar Apr 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
 X x x                     
2 Konsultasi     x x                   
3 Pendaftara 
semprop 
      x                  
4 Semprop         x                
5 Revisi 
Proposal 
         x x              
6 Pengumpulan 
data 
           x             
7 Konsultasi             x x x x X x x x x x x  
8 Pendaftaran 
Munaqasyah 
                       X 
26 
 
 
7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data 
yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Adapun teknik analisis data yang 
dilakukan yaitu:  
a. Sistemazing 
Yaitu menyusun dan menempatkan data secara sistematis 
berdasarkan urutan masalah. 
b. Editing 
Editing data adalah proses meneliti hasil survei untuk meneliti 
apakah ada response yang tidak lengkap, membingungkan atau tidak 
komplit. 
H. Sistematika Penulisan 
Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat 
sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab. 
Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab 
tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan adalah 
sebagai berikut: 
27 
 
Bab satu adalah pendahuluan pada bab ini akan dibahas tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka teori, telaah pustaka,  metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab dua yaitu tinjauan pustaka yaitu tentang landasan teori bab ini 
memuat uraian teori gadai dalam hukum Islam meliputi pertama pengertian 
gadai, rukun, syarat, dasar hukum, dan fatwa DSN MUI tentang gadai, 
kemudian kedua akad yang digunakan yaitu akad Muḍarabah sebagai akad 
bagi hasil dari konsinyasi.. 
  Bab tiga yaitu berisi pelaksanaan konsinyasi emas di Pegadaian 
Syariah Cabang Ngabean. Dalam bab ini berisi tentang gambaran sekilas 
tentang sejara berdirinya Pegadaian Syariah,visi dan misi, keunggulan 
pegadaian syariah,produk yang ditawarkan, struktur organisasi, akad yang 
digunakan, jangka waktu, simulasi jalannya konsinyasi emas, dan tanggapan 
nasabah tentang konsinyasi emas,tugas dan jabatan dan praktik konsinyasi 
emas yang dilaksanakan Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. 
  Bab empat yaitu berisi tinjauan hukum Islam terhadap praktik 
konsinysi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. Dalam bab ini berisi 
tentang praktik konsinyasi emas dan tinjauan hukum Islam terhadap 
konsinyasi emas.  
Bab lima adalah penutup bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi 
dengan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. JUAL BELI 
1. Pengertian Jual Beli 
a. Secara Bahasa 
    Jual beli secara bahasa memiliki makna membeli atau menjual 
sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari 
kata  Al- Bai‟ ( عيثلا) karena masing- masing dari orang yang melakukan 
akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang 
yang melakukan penjualan disebut dan pembelian disebut ( ن اعيثلا )  . jual 
beli diartikan juga “ pertukaran sesuatu dengan sesuatu “. Kata lain dari 
al- bai adalah asy- syira‟ dan kedua kata ini adalah dua kata yang berbeda 
bahkan berlawanan akan tetapi artinya sama.
36
 
     Jual beli perdagangan dalam istilah fiqh disebut al- ba‟i yang 
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al- Zuhaily
37
 
mengartikannya secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu 
yang lain.” Kata al- ba‟i dalam arab terkadang digunakan untuk 
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pengertiannya lawannya, yaitu kata al- syira‟ ( beli). Dengan demikian, 
kata al- ba‟i berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.38 
b. Secara Istilah 
    Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing – 
masing definisi sama . Adapun definisinya antara lain : 
39
 “ jual beli ialah 
pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau 
memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan“. 
  Dalam definisi diatas terdapat kata “ harta”, “ milik “, “ dengan 
ganti” dan  “ dapat dibenarkan “ ( al- ma‟dzun fih ). Yang dimaksud harta 
dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka 
dikecualikan yang bukan milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan 
milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah 
(pemberian ) ; sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan  ( al- ma‟dzun 
fih ) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang. 
Dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar 
benda atau barang yang mempunyai nilai ( harta ) secara ridha diantara 
kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain 
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 
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dibenarkan syara‟ dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut 
mempunyai kesamaan dan mengandung hal – hal antara lain sebagai 
berikut :
40
 
a. Jual beli dilakukan oleh dua orang ( dua pihak ) yang saling melakukan 
tukar menukar. 
b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi 
seperti barang yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak. 
c. Sesuatu yang tidak berupa barang / harta atau yang dihukumi seperti 
tidak sah untuk diperjual belikan. 
d. Tukar menukar tersebut tetap berlaku dan berimplikasi kepada 
kepemilikan abadi.
41
 
2. Dasar Hukum Jual Beli  
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 
dan mempunyai landasan yang kuat dalam  Al-Qur‟an dan sunah Rasulullah 
saw. Yang berbicara tentang jual beli antara lain : 
a. Al- Qur‟an 
1) Surah Al- Baqarah : 275 
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                
                    
                       
                        
                       
    
orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 
 
Maksud ayat diatas adalah Allah tidak melarang jual beli akan 
tetapi Allah melarang segala transaksi terasuk jual beli yang 
didalamnya terdapt unsur riba, karena riba termasuk kegiatan 
memakan harta orang lain dan termasuk dalam mendzalimi orang lain, 
dikarenakan salah satu pihak ada yangg dirugikan. 
2) Surah Al- Baqarah : 198 
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                    
                 
                 
       
 tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 
Termasuk orang-orang yang sesat. 
 
           Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diprintahkan untuk 
melakukan perniagaan yang telah Allah tetapkan yaitu melakukan 
perniagaan sesuai dengan ketentuan syariat dan menjauhi larangan 
yang telah ditetapkan. 
3) Surah an- nisa : 29 
               
                     
                   
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu. 
 
     Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai khalifah Allah 
dimuka bumi haruslah menjalani segala sesuatunya sesuai yang telah 
diperintahkan termasuk dalam mencari rizki atau melakukan perniagaan 
kita dilarang memakan harta yang bukan hak kita atau mengambil harta 
orang lain dengan cara yang batil atau dilarang, Allah memerintahkan 
agar kita melakukan perniagaan dengan baik dan tidak melakukan 
sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau memakan arta orang lain. 
b. Hadis dari Al- Baihaqi, Ibn Majah san Ibn Hibban, Rasulullah 
menyatakan: 
 ِا َّو َم ْلاا َث ْي َع  َع ْه  َت َسض ) ّقٍيثلا ياَز (  
“ Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ” 
 
c. Ijma 
Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya 
tanpa bantuan orang lain.
42
 Imam Syafi‟ i berkata, “ hukum asal jual beli 
adalah mubah apabila dilakukan dengan saling merelakan diantara dua 
pihak yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut kecuali 
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jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw atau yang semakna dengan 
larangan itu.
43
 
3. Rukun dan syarat Jual Beli 
Kebanyaan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah 
disebabkan tidak dijalankannya undang- undang syariat yang telah ditetapkan 
oleh Allah yang Maha Bijaksana dalam hal jial beli. Undang- undang tersebut 
berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah 
mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara 
mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam rukun 
Islam. Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang telah memenuhi rukun 
dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari 
44
: 
a. Sigat (pernyataan), yaitu ijab dan qabul anatara penjual dan pembeli 
dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran yang harus membutuhkan 
tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama menetapkan 
syarat bagi ijab dan qabul yaitu :
45
 
1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak 
yang melangsungkan akad. 
2) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi kata- kata lain 
diantara ijab qabul. 
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3) Antara ijab dab qabul harus bersambung dan berada ditempat yang 
sama . 
b. aqidain (yang emmbuat perjanjia) yaitu penjual dan pembeli. Dengan 
syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar 
tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat bagi orang- orang 
yang melakukan akad yaitu : 
1) Aqil (berakal) karena hanya orang yang sadar dan berakal      yang bisa 
melakukan jual beli secara sempurna. 
2) Tamyiz (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran untuk 
membedakan yang baik dan buruk. 
3) Mukhtar (kuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli 
tanpa paksaan.
46
 
c. Ma‟qud A‟laih yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang 
yeng jelas dan tidak sama. Barang yang diperbolehkan lima syarat yaitu : 
1) Suci 
2) Bermanfaat 
3)  Milik penjual 
4) Bisa diserahkan 
5) Diketahuk keadaannya 
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d. Ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar barang adalah termasuk 
unsur terpenting dan pada zamannya sekarang nilai tukar barang adalah 
mata uang. Adapun syarat harga yaitu : 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad sekalipun secara hukum 
seperti dengan cek atau kredit. 
4. Jual Beli yang dilarang dalam Ekonomi Islam  
 Jual beli merupakan kegiatan yang tak pernah luput dalam kehidupan 
manusia, tanpa adanya jual beli manusia sulit untuk memenuhi kehidupan 
sehari- hari,  agama Islam menganjurkan bahkan mengatur jual beli agar 
terlaksana dengan baik dan tidak merugikan orang lain atau salah satu pihak. 
Berikut merupakan jual beli yang dilarang dalam ekonomi Islam yakni :
47
 
a. Terlarang sebab ahliah ( ahli akad ) 
  Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila 
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu 
bertasharruf secara bebas dan baik, mereka tidak dipandang sah jual 
belinya yaitru apabila :
48
 
1) Jual beli orang gila 
2) Jual beli anak kecil 
3) Jual beli orang buta 
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4) Jual beli terpaksa 
5) Jual belu fudhul 
6) Jual beli orang yang terhalang 
7) Jual beli malja‟ 
b. Terlarang sebab sigat  
   Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada 
keridhoan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuian diantara 
ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu 
pemisah. Jual beli yang tidak membuhi ketentuan tersebut dipandang 
tidak sah.
49
 
c. Terlarang sebab ma‟kud alaih ( barang jualan ) 
   Secara umun ma‟kud alaih adalah harta yang dijadikan alat 
pertukaran oleh orang yang berakad, yang bisa disebut mabi‟ (barang 
jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah 
apabila ma‟kud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, 
berbentuk, dapat diserahkan , dapat dilihat oleh orang- orang yang akad. 
Tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari 
syara‟. Selain itu, ada beberapa masalah yang dapat disepakati oleh 
sebagian ulama tapi di perselisihkan yaitu  :
50
 
1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 
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Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau 
dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada 
diudara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara‟. 
3) Jual beli gharar 
Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran . 
4). Jual beli maysir 
 Jual beli atau transaksi yang ada unsur spekulasinya sampai merugikan 
salah satu pihak. 
d.  Tidak sah atau tidak lengkap akadnya 
     Tidak lengkap akadnya adalah merupakan suatu transaksi yang 
dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadn yabila terjadi salah 
satu faktor- faktor sebagai berikut :
51
 
1) Rukun dan Syarat 
Rukun adalah salah satu yang wajib ada dalam suatu transaksi 
sedangkan syarat yaitu keberadaannya melengkapi rukun.jadi apabila 
rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka dapat 
diakatakan rukun itu tidak lengkap atau akad itu menjadi fasid 
demikian menurut mahdzab hanafi. 
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2) Taalluq  
Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan 
maka bergantungnya akad satu tergantung pada akad kedua. 
3) Two in one 
Adalah kondisi dimana suatu transaksi yang didalamnya terdapat dua 
akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana 
yang digunakan ( berlaku ). Dalam fiqh akad itu disebut dengan 
shafqatain fi al- shafiqah.
52
 
B. Gadai 
1. Pengertian gadai 
a. Secara Bahasa 
  Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat 
dinamai dengan al- habsu. Al- habsu berarti penahanan terhadap suatu 
barang dengan hak sehingga dapat dijadikn sebagai pembayaran dari 
barang tersebut. Sedangkan menurut  Sayyid Sabiq, rahn adalah 
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara‟ 
sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh 
mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya 
itu.
53
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b. Secara Istilah 
    Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang 
atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang 
berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan 
kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang 
tersebut secara didahuluka daripada orang – orang yang berpiutang lainnya, 
dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dimana 
seseorang tersebut harus menggadaikan barangnya ntuk mendapatkan 
uang.
54
 
   Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan 
pengertian gadai yang ada dalam kitab undang- undang  hukum perdata  
(KUH Perdata) dan dalam hukum adat. Pengertian gadai menurut ketentuan 
hukum adat adalah menyerahkan tanah untuk menerima  pembayaran 
sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si  penjual ( pegadaian ) tetap 
berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya 
kembali.
55
Menurut etimologi ar- rahn atsubuutu wa dawamu artinya tetap 
dan kekal. Atau al- habsu wa Lazumu artinya pengekangan dan keharusan 
dan bisa juga berarti jaminan.
56
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  Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ar- rahn adalah 
menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu 
jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari 
padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan 
kebajikan untuk menolong orang- orang yang seang dalam keadaan 
terpaksa dan tidak memiliki uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk 
ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang 
itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud pemilik uang boleh 
meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.
57
 
   Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk 
Allah dalam Qs. Al- baqarah : 283  
                    
                       
                       
       
jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 
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Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
2. Rukun dan Syarat Gadai 
a. Rukun dan Syarat Gadai 
Rukun dan syarat merupakan salah satu hal yang harus ada dalam 
menjalankan sesuatu terlebih dalam bermuamalah seperti gadai. Menurut 
jumhur ulama rukun dan syarat gadai adalah  
a. Sigat akad ( ijab Kabul ) 
Sigat akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad 
berupa ijab dan Kabul . gadai dikatakan tidak sah jika belum ada ijab 
dari penggadai dan Kabul dari penerima gadai, sebab dengan adanya 
ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan pokok yang telah mengadakan 
perjanjian atau transaksi gadai.
58
 
1) Sigat akad dan syarat 
Suatu akad tidak hanya di lakukan oleh orang normal, orang 
cacat pun dapat melakukan suatu akad. Apabila cacatnya adalah 
berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan sesuai 
dengan isyarat, asalkan diantara pihak tersebut memiliki 
pemahaman yang sama, tetapi apabila dimungkinkan bisa 
dilakukan dengan tertulis hendaknya dengan menulis saja karena 
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keinginan yang dinyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan dari 
pada dilakukan dengan isyarat.
59
 
2) Sigat akad dengan perbuatan 
Seiring denganperkembangan kebutuhan masyarakat, kini 
perikatan dapat pula dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa secara 
lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta‟atin 
atau mu‟atah (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi 
pada praktek jual beli di super market yang tidak ada proses tawar 
menawar. 
3) Aqidain ( penggadai dan penerima gadai ) 
Selain sigat yang harus ada suatu akad, juga harus ada orang 
yang melakukan akad. Orang yang melakukan suatu akad 
memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum, supaya 
perbuatannya mempunyai akibat hukum. 
Perjanjian gadai dipandang sah, jika para subjeknya memenuhi 
syarat cakal dalam melakukan hukum tukar- menukar benda dalam 
arti berakal sehat, baligh, dan tidak mahjur alaih, maka tidak sah 
gadainya orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz. Untuk 
pelaku akad baik dari rahin ataupun murtahin ada beberapa 
ketentuan syarat, yaitu :
60
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a) Berakal 
b) Baligh 
c) Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad 
sekalipun tidak satu jenis. 
d) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima 
gadaian (murtahin) atau wakilnya. 
b. Marhun ( Barang Gadaian ) 
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama 
fiqh sepakat mensyaratkan marhun sebagai persyaratan dalam jual beli, 
sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.
61
 
Marhun harus memenuhi beberapa syarat untuk memenuhi sahnya gadai, 
antara lain :
62
 
1) Marhun bagi yang berhutang  
Marhun
63
 yang digadaikan tidak untuk keperluan pemanfaatan seperti 
tidak sahnya menggadaikan manfaat hak jalan. Demikian pula dengan 
hutang piutang karena bukan termasuk benda. 
2) Marhun merupakan benda bernilai menurut ketentuan syara‟  
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Yang dimaksud dengan barang yang dapat diambil manfaatnya secara 
biasa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan secara riil tidak menjadi milik 
seorang jika manfaatnya dalam keadaan terpaksa bukan benda bernilai 
misalnya babi, khamer, dan lain- lain. 
3) Marhun sudah berwujud dan diserahkan pada waktu perjanjian terjadi. 
Menurut fuqaha yaitu bahwa barang itu merupakan boleh 
untuk digadaikan dan dapat diserahkan oleh para pihak agar tidak 
terjadi unsur- unsur penipuan, jadi barang harus ada salam kekuasaan 
murtahin, dengan demikian tidak sah untuk digadaikan seperti burung 
yang ada diudara, ikan dilaut, dan binatang dihutan. 
4) Marhun adalah milik rahin  
Dalam hal ini baik barang maupun manfaatnya barang gadai dapat 
diambil manfaatnya menurut syara‟ meskipun pada saat yang akan 
datang, seperti hewan yang masih kecil. 
c. Marhun bih ( hutang ( 
Mengenai syarat utang adalah benar- benar dan tetap menjadi 
tanggungan rahin, yaitu telah benar- benar diserahkan oleh murtahin dan 
diterima oleh rahin. Dengan kata lain dikehendaki oleh kedua belah pihak 
untuk menjaga syarat- syarat tersebut diatas, maka tidak sah 
46 
 
menggadaikan barang hasil gasab dan pinajman. Hal- hal yang dapat 
menjadikan tidak sahnya suatu gadai adalah sebagai berikut :64  
1) Adanya perjanjian yang menekan ( merugikan ) rahin seperti 
penggunaan barang yang dapat digadaikan adalah untuk menerima 
gadaian semata- mata . 
2) Adanya perjanjian merugikan murtahin65 , seperti gadai itu tidak 
boleh dijual walaupun sudah habis waktu temponya tetapi belum 
ditebus dan sebagainya. 
3) Dalam ikatan gadai tidak dibolehkan ada perjanjian melebihkan 
jumlah pembayaran hutang sebagai keuntungan orang yang 
meminjamkan utang. Jadi dalam hal gadai itupun riba yang 
dilarang. 
C. Muḍarabah 
1. Pengertian Muḍarabah 
a. Secara Bahasa 
Muḍarabah berasal dai kata dharb, berarti memukul atau 
berjalan 
66
 dan al- dharb fi al- ard, yang berarti melakukan perjalanan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses 
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seorang memukul kakinya dalm menjalankan usaha.
67
 Makna ini 
berkaitan dengan kemitraan karena kemitraan tipe ini masyarakat 
bepergian untuk berbisis khususnya pada masa lalu. 
b. Secara Istilah 
Muḍarabah adalah akad musammah, yaitu akad yang telah 
disebutkan syara‟ sendiri namanya, demikian pula aturan- aturannya 
secara umum. Muḍarabah adalah akad kerja sama dalam perniagaan 
yang telah ada sebelum muamalah di adopsi oleh Islam, karena 
mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. 
Sebaliknya, muamalah mengandung unsure tolong- menolong dan 
saling melengkapi antara manusia yang saty dan lainnya.  
Muḍarabah juga disebut sebagai Al- Qiradh. Secara istilah, 
dua kata itu mengandung arti yang sama. Qiradh sudah ada sejak 
zaman jahiliyah dan penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan 
dari praktik qiradh. Diantara mereka itu ada orang tua, anak kecil, 
anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang sakit yang 
memberikan hartanya dengan akad Muḍarabah kepada orang yang 
mau meniagakannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. 
Kemudian, Rasulullah s.a.w menetapkan praktik ini dalam ajaran 
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Islam dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh 
keyakinan.
68
 
Menurut an- nawawi didalam kitab ar- Rudhah IV/ 97, al- 
Qiradh, al- muqaradhah, dan al- Muḍarabah adalah satu makna yaitu 
penyerahan harta ( modal ) terhadap seseorang untuk diperniagakan 
(digolongkan) sedangkan keuntungannya dibagikan diantara mereka 
(pemodal dan yang diberikan modal ). Qiradh dengan huruf qaf yang 
di kasrahkan diambil dari kata al- qardhu yang artinya al- qot‟u 
(potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk 
diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut , dan 
pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. 
Qiradh bisa juga diambil dari kata Muḍarabah yang berarti al- 
musaawah (kesamaan ), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki 
hak yang sama terhadap laba. 
Muḍarabah atau qiradh termasuk akad kerja sama 
(perkongsian). Oleh karena itu, para ulama ada yang 
mengkalsifikasikan Muḍarabah ke dalam macam- macam syirkah. 
Ulama lain menempatkan sebagai satu jenis akad tersendiri karena 
dalam Muḍarabah tidak terjadi percampuran modal, tenaga/ keahlian, 
ataupun pengelolaan.  
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Secara istilah, para ulama mengartikan Muḍarabah dengan 
redaksi yang berbeda. Akan tetapi, substansinya sama, yaitu suatu 
bentuk kerja sama antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola 
modal  (mudarib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati 
bersama. Muḍarabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal/ 
harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi 
bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati,sedangkan 
kerugian material karena dia telah menaggung kerugian lain berupa 
tenaga dan waktu. Dalam merumuskan pengertian Muḍarabah 
beberapa ulama mengemukakan sebagai berikut :
69
 
a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ditinjau dari segi tujuan 
kedua belah pihak, Muḍarabah adalah serikat laba. Karena 
perikatan tersebut terdapat unsure penyerahan laba dari pemilik 
modal dan unsure penyerahan tenaga dari mudharib (yang 
menjalankan modal) untuk menjalankan uang agar ia bersama- 
sama menikmati labanya dengan pemilik modal jadi tujuan 
perikatan ini adalah menikmati laba bersama- sama. Dari segi 
inilah, ulama hanafiyah menta‟rifkan Muḍarabah dengan 
perikatan laba dengan penyerahan uang dari satu pihak dan 
penyerahan kerja dari pihak lain. Hanya dari aspek 
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menta‟rifkannya mempunyai ketentuan hukum Muḍarabah dapat 
dibedakan menjadi beberapa macam yaitu  : 
   Pertama, sewaktu dan sesudah menerima modal, mudarifnya 
hendaknya orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Orang 
yang terpercaya wajib memelihara dan mengembalikan apabila 
diminta oleh pemiliknya menjalankan uang yang diamanatkan 
kepadanya. Ia tidak bertanggung jawab kepada pemilik apabila 
uang tersebut hilang. 
   Kedua, pada saat melaksanakan kerja, mudarib berfungsi 
sebagai wakil. Hukum wakil adalah mengganti orang yang 
diwakili terhadap sesuatu yang diwakilkan, ia harus 
mengembalikan kepada pemiliknya disebabkan adanya perjanjian 
keuangan yang berpautan dengan perwakilannya.  
   Ketiga, apabila telah memperoleh laba, mudarif  berstatus 
anggota perseroan dalam ikatan perseroan uang (syirkah), yakni 
setiap anggota perseroan memperoleh bagian tertentu dari uang 
yang dikembangkan . akan tetapi, Muḍarabah adalah bagian dari 
macam- macam perseroan dan bukan satu- satunya bagian dari 
bentuk perseroan diisyaratkan penyerahan modal dari setiap 
anggota perseroan.
70
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   Keempat, apabila ikatan Muḍarabah ini fasid, hukum 
mudarib  seperti hukum, buruh, yakni seluruh labanya, dimiliki 
oleh pemilik modal dan kegiatannya ditanggung mudarif. Ia hanya 
mendapat upah seimbang. Kelima, apabila mudarif menyalahi 
salah satu syarat dari syarat- syarat yang telah ditentukan,ia 
dianggap sebagai orang yang sudah menyalahi perjanjian sehingga 
ia harus mengembalikan modal dan bertanggung jawab atas segala 
resiko yang dibebankan sesuai perjanjian. Keenam, disyaratkan 
seluruh labanya untuk mudharif. Perbuatan itu disebut dengan 
utang. Ketujuh, apabila disyaratkan dalam perjanjian agar laba 
seluruhnya diserahkan kepada pemilik modal hukumnya seperti 
akad badhah, yakni mengangkat perwakilan dalam membeli harta 
niaga tanpa member upah untuk setiap yang dibelinya.
71
 
b. Ulama Syafi‟i berpendapat akad yang mengandung penyerahan 
uang oleh seorang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau 
dikelola dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan stiap pihak 
memperoleh sesuatu bagian dengan syareat tertentu.
72
 
c. Ulama Hanabilah berpendapat Muḍarabah adalah penyerahan 
modal dari pemilik uang atas jumlah uang tertentu kepada 
seseorang untuk dijadikan sebagai bentuk usaha dengan perjanjian 
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bagian keuntungan tertentu. Modal tersebut berupa uang kartal 
atau giral.
73
 
Dalam ensklopedi fiqh umar, pengertian Muḍarabah dirumuskan 
dengan kalimat berikut : Muḍarabah yaitu persekutuan antara dua orang 
dimana modal/investasi dari stu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, 
sedangkan untungnya akan dibagigiannya diantara mereka berdua sesuai 
kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak 
investor.”74 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab I 
pasal 20, dikemukakan bahwa Muḍarabah adalah kerja sama antara pemilik 
dana atau penanaman modal dan pengelola modal dan pengelola modal untuk 
melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 
nisbah.
75
 
  Secara teknis, alMuḍarabah adalah akad kerja sama usaha diantara 
dua pihak dimana pihak pertama ( shahibul mal ) menyediakan seluruh 100 % 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara Muḍarabah, 
keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 
pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 
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kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 
tersebut.
76
 
  Menurut Afzalurrahman menyebut Muḍarabah sebagai bentuk 
kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai sebagai suatu kontak 
kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara 
seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis 
dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian 
berdasarkan isi perjanjian bersama. Dengan kata lain Muḍarabah merupakan 
kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki 
kemampuan usaha dan mengelola dengan pembagian keuntungan ditetapkan 
sesuai dengan presentase yang mereka sepakati, sedangkan seluruh kerugian 
ditanggung pemilik modal, pengelola modal tidak dikenakan beban atas 
kerugian karena kerugiannya adalah kehilangan keuntungan atas jasa yang 
telah dia lakukan berupa upah yang seharusnya dia peroleh. Oleh karena itu, 
beberapa orang menganggap Muḍarabah merupakan kontak perwakilan 
antara pemilik modal. Wakilnya tidak mengalami kerugian apapun, kecuali 
kehilangan upah atas kemampuan kerja dan yang lainnya. Ia kehilangan 
keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.
77
 
Menurut Wahbah Az- Zuhaily mengemukakan bahwa Muḍarabah 
adalah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk 
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diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan 
ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan 
pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga 
dan kesunggughannya.
78
 
 Dengan demikian, pengertian Muḍarabah yang dikemukakan yang 
dikemukakan para ulama klasik ataupun ulama dizaman sekarang, secara 
substansi sama. Perbedaan justru terjadi pada praktiknya. Pada zaman 
sekarang, akad Muḍarabah dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai 
mediator sehingga Muḍarabah dapat dilaksanakan oleh tiga pihak . 
Berdasarkan pengertian Muḍarabah tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain uttuk membantu dan 
menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seseorang yang memiliki harta , 
terkadang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dibidang usaha, tetapi 
tidak memiliki modal untuk memperaktikkan kemampuannya . akad 
Muḍarabah dapat menjembatani kekurangan dalam mencapai tujuan, yaitu 
mendapatkan keuntungan.
79
 
Dalam akad Muḍarabah, prinsip bagi hasil berdasarkan pengelolaan 
usahanya dengan filosofi utamanya adalah kemitraan dan kebersamaan. 
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Disalamnya terdapat unsure- unsure kepercayaan, kejujuran dan kesepakatan. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah  
2. Dasar Hukum 
a. Al- Qur‟an 
1) Dasar Al- Qur‟an mengenai akad Muḍarabah ini adalah QS. Al-
muzammil : 20 
                     
                         
                          
                  
                            
                      
                      
                  
 Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 
bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 
waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui 
bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-
orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan 
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orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, 
tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang 
baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 
kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang 
paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan 
kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
Yang dimaksud al- mudharib adalah orang yang belajar 
(bepergian) dimuka bumi untuk mencari karunia Allah aza wa zalla. 
Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah membuka pintu rizki 
kepada seluruh makhuk di muka bumi dan Allah memperintahkan carilah 
sesuatu dengan jalan yang baik dan Allah ridhoi. 
2) QS. Al- Jumu‟ah : 10 
                          
                
Pabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung 
    
  Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperintahkan kita 
untuk bertebaran dimuka bumi, maksudnya adalah mencari rizki yang telah 
Allah sediakan dengan cara yang baik. 
3) QS. Al- Baqarah : 198 
                   
                    
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                   
    
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 
Termasuk orang-orang yang sesat. 
Ayat – ayat tersebut umumnya menunjukan adanya kebebasan 
bermuamalah dalam menggunakan harta dengan cara Muḍarabah , secara 
eksplisit, al-Qur‟an tidak menyebutkan Muḍarabah sebagai satu bentuk 
muamalah yang diperbolehkan dalam  Islam. Beberapa ayat diatas 
menyiratkan tentang kebolehan akad ini. 
b. Hadist 
          Untuk mempertegas kembali bahwa Muḍarabah sebagai bentuk 
muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dapat kita lihat dalam hadis 
Nabi Muhammad s.a.w. diriwayatkan Ibnu Majjah dari Shuhaib yang 
menyebutkan : 
                        :                                                                          
     
    
 
Artinya : “ tiga macam bentuk usaha yang didalamnya terdapat barakah: 
muqaradhah / Muḍarabah jual beli secara tangguh, mencampur gandum 
dnegan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu 
Majjah) 
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     Dengan demikian, landasan hukum mengenai Muḍarabah ada 
dalam al- qur‟an juga hadist Rasulullah s.a.w. oleh karena itu, para ulama 
sepakat membolehkan akad ini digunakan dalam bermuamalah. 
c.  Qiyas  
      Muḍarabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh untuk 
mengelola kebun). Manusia diciptakan, ada yang kaya dan ada yang 
miskin. Di satu sisi, banyak orang kaya tetapi tdak dapat mengusahakan 
hartanya. Sedangkan di sisi lain. Tak sedikit orang miskin yang memiliki 
keahlian luar biasa tetapi memiliki modal untuk mengembangkannya.
80
 
Dengan akad Muḍarabah ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan kedua 
golongan tersebut demi mewujudkan kemaslahatan manusia dalam 
rangka memenuhi kebutuhannya. 
3. Rukun dan Syarat Muḍarabah 
 Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain, 
karenanya ulama menegaskan bahwa rukun adalah bagian dari yang harus 
ada ( jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk). Menjadikan al-
ribh (keuntungan) sebagai rukun akad Muḍarabah melahirkan resiko 
batalnya akad jika usaha yang dialamai mudharib (pengelola ) tidak 
mendapatkan keuntungan atau rugi. Padahal usaha mudharib berpotensi rugi, 
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 Rahmat Syafe‟I, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, ( malang : Empat Dua, 2016), 
hlm. 17. 
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disamping potensi untung ( al-ghurm bi al- ghurm ). Oleh karena itu, 
memang sebaiknya tidak dijadikan akad Muḍarabah.81 
Syarat – syarat akad Muḍarabah berkaitan dengan rukunnya, akan 
tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai rukun akad Muḍarabah. Secara 
umum, perbedaan tersebut menurut jumhur ulama dapat dikelompokkan 
menjadi tiga yaitu :
82
 
a. Pelaku akad atau aqidani ( shahibul maal ) 
    Disyaratkan orang yang melakukan akad. Yakni pemilik modal 
(shahibul maal) dan pengelola modal („amil) adalah ahli dalam 
mewakilkan atau menjadi wakil. Tetapi aqidani tidak disyaratkan harus 
beragama Islam. 
b. Ma‟aqul alaih ( modal, laba, kerja atau usaha ) 
1) Modal  
Adapun syarat modal antara lain sebagai berikut : 
a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, atau sejenisnya, yakni 
segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian. 
b) Modal harus diketahui dengan jelas dan mempunyai ukuran  
c) Modal harus ada, bukan berupa utang, atau sejenisnya, tetapi 
tidak berarti harus ada ditempat akad  
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 Jaih Mubarak, akad syirkah dan Muḍarabah, ( Bandung : SIMBIOSA REKATAMA 
MEDIA, 2017), hlm.162 
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 Wahzab Juhaili, fiqh Islami 5, terj. Abdul Hayyai ct al. ( Jakarta : Gema Insani , 2011) hlm. 
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d)  Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan 
agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan 
harta tersebut secara amanah. 
2)  Laba 
Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang 
dijalankan oleh orang yang berakad (aqidani) dan selanjutnya akan 
dibagikan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan ketentuan 
dalampembagian laba haruslah jelas, berikut ini syarat-syarat dalam 
hal keuntungan :
83
 
a)  Laba harus mempunyai ukuran 
Jika laba tidak jelas, Muḍarabah batal. Apabila 
seseorang menentukan nilai misal satu dirham pada yang lain 
dengan kesepakatan dlam membagi labanya tapi dia tidak 
menjelaskan besarnya keuntungan. Makan akadnya sah dan 
keuntungannya menjadi milik kedua orang yang berakad 
(aqidani) secara sama rata. 
b) Laba bagian dari milik bersama 
Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang 
berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang 
berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang 
melangsungkan akad bahwa setelah laba adalah untuk pemilik 
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modal. Sedangkan setengah yang lainnya lagi diberikan kepada 
pengelola modal.
84
 Muḍarabah tidak sah dengan syarat 
keuntungan yang ditentukan seperti bunga yang diberikan oleh 
bank kepada nasabah, karena Muḍarabah mengharuskan 
adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada penentuan 
rasio yang diambil misalnya 7%. Jika ada keuntungan, maka 
keuntungan tersebut dibagi untuk si pemodal dan si pekerja 
mendapat keuntungan karena pekerjaanya, dan jika dia 
memberi qirad menjadi batal sebab ia memberi orang lain 
tanpa adanya jerih payah tapi jika ia juga mensyaratkan kepada 
mereka harus bekerja ini artinya dia member qirad kepada dua 
orang. 
Jika dia mensyaratkan sebagian untung milik si 
pemodal, sebagin untuk pekerja, sebagian untuk harta maka 
pendapat yang rajih ( unggul ) akad tetap sah, sama dengan si 
pemodal memberi syarat untuk dirinya dua bagian dan untuk si 
pekerja satu bagian dan ini sah.
85
 Seperi Prof. Dr. Abdul Aziz 
Muhammad Azzam menuturkan selain syarat ini keuntungan 
juga harus diketahui oleh keduanya dengan semua rinciannya 
seperti setengah dan sepertiga. Kalau seandainya ia berkata : “ 
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saya memberi kamu qirad dengan syarat kamu mempunyai 
persenan dari keuntungan atau bagian, atau sebagian atau 
sesuatu dari keuntungan” maka tidak boleh karena tidak 
diketahui berapa persenan si pekerja, dan tidak sah juga 
sebagian mendapat sepuluh atau seperempat bagian karena 
tidak diketahui bagian- bagiannya dan karena bisa jadi ia tidak 
untung kecuali dari yang sepuluh atau tidak beruntung dari 
bagian itu sehingga salah satunya akan mendapat semua 
keuntungan. 
c)  Kerja atau usaha 
         Usaha adalah suatu kegiatan dalam mengelola harta 
sehingga menghasilkan keuntungan. Pemilik modal ( shahibul 
maal)  tidak boleh membatasi pihak ketiga („amil) untuk 
berdagang di negeri tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, 
atau ketentuan lain. Karena persyaratan yang mengikat 
seringkali dapat menjauhkan dari tujuan akad, yaitu 
keuntungan hasil Muḍarabah. Karena itu dalam akad 
Muḍarabah harus tidak ada persyaratannya. 
c. Sigat 
Sigat adalah syarat utama dalam berbagai transaksi, tanpa 
adanya sigat maka suatu transaksi tidak akan sah. Sigat berupa 
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ijab dan qabul antara orang yang berakad . dalam pelaksanaan 
sigat terdapat beberapa ketentuan diantara lain : 
1) Adanya kesinambungan antara ijab dan qabul 
2) Dapat dilaksanakannya secara lisan maupun tertulis 
4. Jenis- jenis Muḍarabah 
 Akad Muḍarabah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 
a. Muḍarabah mutlaqah 
Penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Pekerja bebas 
mengelola modal untuk usaha apapun yang mendatangkan keuntungan 
dan daerah manapun yang mereka inginkan. Muḍarabah jenis ini lebih 
memberikan keleluasaan kepada untuk mengelola modalnya tidak 
terbatasi oleh spesifikasi , jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk 
pengelolaan dan mitra kerja. Namun begitu, tetap harus secara jujur 
dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada shahibul 
maal.
86
 
           Muḍarabah Muthlaqah, pemilik dana memberikan otoritas dan 
hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau 
memutar uangnya. Penerapan Muḍarabah mutlaqah dapat berupa 
tabungan dan deposito sehingga terdapat jenis 2 jenis penghimpunan 
dana yaitu tabungan Muḍarabah dan deposito Muḍarabah. 
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Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam 
menggunakan dana yang di himpun. 
b. Muḍarabah Muqayadah  
Akad Muḍarabah muqayyadah adalah Muḍarabah yang usaha 
pengelolaannya dibatasi oleh syarat- syarat tertentu. Pembatasan 
tersebut berkaitan dengan penentuan tempat usaha, penentuan pihak 
yang terlibat melakukan usaha, dan waktu melakukan usaha.
87
menurut 
Abu Hanifah, akad Muḍarabah yang dibatasi oleh waktu tertentu, jika 
waktuyang diberikan kepada mudarib telah habis maka ia tidak boleh 
melakukan transaksi lagi.
88
 Muḍarabah Muqayyadah dibagi menjadi 
dua yaitu: 
1) Muḍarabah muqayyadah on balance sheet 
Jenis Muḍarabah ini merupakan simpanan khusus dimana 
pemilk dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi 
oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini: 
a) Pemilik dana wajib menetapkan syarta tertentu yang harus 
diikuti oleh bank 
b)  Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah  
dan tata cara pemberitahuan keuntungan. 
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c)  Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti 
simpanan khusus, bank wajib memisahkan simpanan dana dari 
rekening lain. 
d)  Untuk deposito Muḍarabah, bank wajib memberikan sertifikat 
atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
89
 
2) Muḍarabah muqoyadah off balance sheet 
    Jenis Muḍarabah ini merupakan penyaluran dana  
Muḍarabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank 
bertidak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik 
dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan 
syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank  dalam mencari 
kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. 
Karakteristiknya: 
a) Sebagai bukti penyimpanan, bank menerbitkan buku simpanan 
khusus 
b) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. 
c) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening 
administrasi 
d) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung 
kepada pihak yang di amanatkan oleh pemilik dana  
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e) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah 
pihak. 
f) Antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah 
bagi hasil.
90
 
  Prinsip Muḍarabah dalam bentuk syariah dapat dikembangkan untuk 
jenis produk giro, tabungan maupun deposit.
91
 .Jumhur ulama menetapkan 
bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad Muḍarabah lagi dengan 
orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan 
kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola 
kepada ke pihak (orang) lain merupakan bentuk penghianatan yang nantinya 
akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya. Karena itu, menurut Sabiq 
bahwa akad Muḍarabah telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, 
maka usaha yang dilakukannya adalah amaat yang harus dijaga sebaik-
baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka ia harus 
menanggung resiko  yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika 
mengalami kerugian.
92
 
5. Berakhirnya akad Muḍarabah 
Akad Muḍarabah , dalam pandangan jumhur ulama, termasuk akad 
ghair lazim, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh mudarib atau shahibul maal 
kapan saja. Ulama malikiyah berpendapat bahwa akad Muḍarabah termasuk 
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akad yang lazim yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan sepihak oleh mudarib 
atau shahibul maal. Pembalannya hanya dapat dilakukan atas dasar 
kesepakatan. Wahbah al Zuhaili menjelaskan sebab- sebab yang membuat 
berakhirnya akad Muḍarabah93, antara lain : 
a. Pembatalan ( al- faskh ) atau pemecatan ( al- azl ). Akad Muḍarabah 
berakhir apabila salah satu pihak ( shahibul maal atau mudharib ) 
menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya Muḍarabah. Akad 
Muḍarabah berakhir apabila mudarib mengundurkan diri atau shahibul 
maal memberhentikan mudarib sebagai pengelola modal. Pembatalan atau 
pengakhiran akad Muḍarabah termasuk pemaksulan atau pengunduran diri 
berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui pihyak yang 
berkaitan.
94
 
b. Meninggalnya salh satu pihak yang berakad, baik yang meninggal pihak 
shhibul maal maupun pihak mudarib. Karena dalam akad Muḍarabah,dari 
segi sifatnya, sama dengan akad wakalah yang berakhir karena 
meninggalnya pihak wakil tau pihak yang mewakilkan.
95
 
c. Kehilangan kecakpan hukum, akad Muḍarabah berakhir apabila shahibul  
maal atau mudarib kehilangan kecakapan hukum , baik Karena gila atau 
dinayatakan dibawah pengampuan. 
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d. Shahibul maal ( pemilik modal ) pindah agama atau murtad merupakan 
kematian secara hukum. Akad berakhir karena wafatnya salah satu pihak 
yang berakad akan tetapi, akad Muḍarabah tidak berakhir karena 
murtadnya mudarib dengan seketika, tetapi harus terjadi proses 
pengakhirahn akad Muḍarabah dengan membagikan keuntungan yang 
sudah didapat serta mengembalikan modal kepada pemiliknya.
96
 
6. Persyaratan Tambahan Dalam Akad Muḍarabah 
Beberapa kelebihan diatas merupakan bukti bahwa akad ini 
merupakan akad yang paling ideal dalam bertransaksi bisnis. Prinsip bagi 
hasil yang menjadi cirri khas akad kerjasama merupakan jaminan akan adanya 
keadilan bagi pihak- pihak yang melakukan kontrak. Namun demikian, akad 
Muḍarabah akan berjalan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi 
beberapa persyaratan berikut, 
97
diantaranya : 
a. Akad Muḍarabah harus didasari dengan kejujuran, pihak- pihak yang 
berakad dituntut untuk selalu berpegang teguh pada informasi yang jujur 
dan apa adanya. Ketidak jujuran menyebabkan tercederainya akad yang 
telah disepakati. 
b. Transparan. Prasyarat ini terkait dengan laporan yang harus disediakan oleh 
mudharib. Mudharib harus menyediakan laporan secara fair, tidak ada yang 
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ditutup- tutupi . shahib al- maal mempunyai hak untuk mengetahui 
perkembangan usaha secara transparan dari mudharib. 
c. Jauh dari kecurangan, artinya mudharib harus secara sungguh- sungguh 
menjalankan amanah yang diterimanya dari shahib al-maal. Praktek usaha 
yang dilakukan oleh mudharib harus sesuai dengan kesepakatan- 
kesepakatan yang telah dicapai bersama. 
d. Managerial yang rapi, bahwa akad Muḍarabah adalah akad ynag harus 
disadari oleh kejujuran kedua belah pihak. Disadari bahwa, bahwa akad 
Muḍarabah adalah akad yang memiliji resiko tinggi, khususnya bagi 
pemilik modal . untuk meminimalisir dan bahkan untuk menghapus resiko 
tersebut diperlukan catatan – catatan yang ketat dan rapi agar akad ini dapat 
dipertanggung jawabkan khususnya bagi mudarib untuk tidak amanah.
98
 
7. FATWA DSN 07/ DSN- MUI/ IV/ 2000 PEMBIAYAAN MUḌARABAH ( 
QIRADH) 
FATWA MUI 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan  :  FATWA TENTANG PEMBIAYAAN 
MUḌARABAH (QIRADH) 
Pertama  : 
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A. Ketentuan Pembiayaan: 
1.  Pembiayaan Muḍarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
2.  Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola 
usaha. 
3.  Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(LKS dengan pengusaha). 
4.  Mudarib  boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut 
serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
5.  Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang. 
6.  LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari Muḍarabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Muḍarabah tidak ada jaminan, 
namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 
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meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini 
hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 
akad. 
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN. 
9.  Biaya operasional dibebankan kepada mudarib. 
10.  Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban     
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
99
 
Kedua  : 
B. Rukun dan Syarat Pembiayaan: 
1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudarib) harus cakap 
hukum. 
2.  Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
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c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau     
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh  
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat 
sebagai berikut: 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad. 
c.  Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad.
100
 
4. Keuntungan Muḍarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
a. menanggung semua kerugian akibat dari Muḍarabah, dan pengelola 
tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari 
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana,  harus 
memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempu  nyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
b.  Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 
Muḍarabah, yaitu keuntungan. 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan Muḍarabah, dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
101
 
Ketiga  : 
Ketentuan lain: 
1. Muḍarabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
2.   Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di 
masa depan yang belum tentu terjadi. 
3.  Pada dasarnya, dalam Muḍarabah tidak ada ganti rugi, karena pada 
dasarnya akad ini bersifat amanah (yad alamanah), kecuali akibat dari 
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
4.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
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D. Konsinyasi  
1.  Sejarah konsinyasi emas 
Berawal dari masyarakat indonesia n yang saat ini sangat antusias 
dengan investasi emas serta banyaknya masyarakat sadar pentingnya 
investasi. Investasi emas secara jangka panjang akan memberi 
keuntungan bagi pemiliknya. Emas selain liquidjuga sebagai alat lindung 
nilai aset manusia, investasi emas cukup aman dan mudah, karna 
memiliki nilai jual tinggi, emas kerap digunakan untuk investasi.
102
 
Masyarakat kerap membeli emas batangan dengan berat tertentu 
lalu menjualnya dikemudian hari saat harganya tinggi. Masyarakat yang 
lain justru menggadai emas untuk mendapatkan banyak untung walau 
tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari hadis riwayat Bukhari dari Anas 
RA, Rasulullah pernah berkata “ jika seseorang memberi pinjaman, 
janganlah dia mengambil hadiah.” Agar tidak melanggra hadis karena 
mengandung riba dibuatlah sistem konsinyasi emas syariah  yang 
bermanfaat untuk semua orang disalah satu bumn pembiayaan berbasis 
gadai yaitu pegadaian. produk- produk yang ditawarkan oleh pegadaian 
salah satunya adalah konsinyasi emas. Pegadaian mengawali konsinyasi 
emas tersebutpada 2010. Inovasi inimelihat adanya kebutuhan masyarakat 
untuk menyimpan emas untuk dititipkan di Pegadaian namun 
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mendapatkan hasil. Muncullah produk konsinyasi emas ini untuk 
menjawab kekhawatiran masyarakat dalam berinvestasi emas melalui 
produk konsinyasi emas ini di Pegadaian Syariah.
103
 
Adapun tujuan diluncurkannya konsinyasi emas sendiri ini adalah 
untuk memberikan keamanan dan keuntungan bagi nasabah Pegadaian 
untuk menitipkan emas yang dimilikinya untuk dijualkan dan mendapat 
keuntungan dari presentasi pembagian hasil tersebut. Tidak perlu 
khawatir akan kehilangan atau tindakan kriminal lainnya. Hal ini besar 
mempermudah nasabah untuk berinvestasi emas dengan menggunakan 
konsinyasi emas. 
2. Pengertian konsinyasi 
Dalam kamus besar bahasa indonesia, istilah konsinyasi  diartikan 
sebagai kegiaatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang 
untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian.
104
 Menurut Utoyo 
Widayat memberikan pengertian tentang konsinyasi  yaitu pengiriman 
atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak 
sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.
105
 
Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang 
tersebut sebagai pengamanat ( consignor ) dan pada pihak yang dititipkan 
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barang disebut komisioner ( consigne ). Barang yang dikirim oleh 
pengamanat atas dasar penjualan konsinyasi disebut barang konsinyasi, 
sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan 
konsinyasi adalah komisi.
106
 
Melakukan konsinyasi atau biasa yang disebut penawaran tunai 
yang diikuti penyimpanan atau penitipan sebagaimana diatur dalam  
wetboek ) yangb berbunyi :“ Jika si berpiutang menolak pembayaran, 
maka si berutang dapat melakukan pembayaran unai apa yang 
diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau 
barangnya kepada Pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti 
dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya 
sebagaipembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara 
menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap 
atas tanggungan si berpiutang”107 
Jika siberpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka 
pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan 
menawarkan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan 
pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang 
saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka 
uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai 
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titipan/konsinyasi. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan 
dengan penetapan hakim.
108
 
Dengan dilakukannya konsinyasi maka akan dibebaskan dari 
kewajiban sebagai si berutang, karena konsinyasi dapat disamakan 
dengan dilakukannya dengan cara yang telah diatur oleh peraturan 
perundangundangan. Suatu konsinyasi dianggap sah apabila memenuhi 
hal-hal yang diatur dalam Pasal 1405 KUHPerdata, yang berbunyi. 
“‚Agar penawaran yang sedemikian itu sah, adalah perlu”: 
a. Bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang 
yang berkuasa menerimanya untuk dia. 
b. Bahwa ia dilakukan kepada oleh seorang yang berkuasa membayar. 
c. Bahwa ia me ngenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, 
beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk 
biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan 
terkemudian. 
d.  Bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si 
berpiutang. 
e.  Bahwa syarat dengan mana utang telah dibuat, telah terpenuhi        
f.  Bahwa penawaran dilakukan ditempat, dimana menurut perjanjian 
pembayaran harus dilakukan, dan Jika tiada suatu perjanjian khusus 
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mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal yang 
sungguh-sungguh atau ditempat tinggal yang dipilihnya. 
g.  Bahwa penwaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita, 
keduanya disertai dua orang saksi.
109
 
3. Pengertian Konsinyasi Emas  
PT Pegadaian ( Persero ) membuat trobosan baru untuk menarik 
nasabah. Pegadaian Syariah mulai menerapkan sistem konsinyasi emas pada 
masyarakat. 
Konsinyasi emas adalah titip jual emas batangan di Pegadaian 
sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah menjadi aman karena 
disimpan di  Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan 
dibe rikan kepada nasabah, oleh sebeb itu juga emas yang dimilki jadi lebih 
produktif. Pegadaian konsinyasi emas adalah skema investasiyang 
memanfaatkan emas yang nasabah miliki menjadi menghasilkan dengan 
cara titip jual. Dengan pegadaian konsinyasi emas yang anda titipkan di 
Pegadaian akan dijual kembali lalu pegadaian akan memesan kembali emas 
pengganti dengan kadar dan berat yang sama. 
Konsinyasi emas disini adalah emas yang nasabah titipkan akan 
menjadi stock untuk dijual oleh pegadaian dan emas nasabah yang telah 
terjual akan di ganti oleh pegadaian dengan emas yang baru. Atas penjualan 
emas tersebut pihak pegadaian mendapat 2/3 dari hasil penjualan dan 
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nasabah mendapat 1/3 nya. Terdapat keuntunagan dari konsinyasi emas 
yaitu : 
110
 
a. Emas yang akan dititipkan oleh nasabah harus dibeli di pegadaian, emas 
tersebut bisa langsung dititipkan di pegadaian untuk di konsinyasikan, 
jika nasabah yang membeli emas itu mengangsur, maka emas harus 
lunas dahulu baru bisa di konsinyasikan. 
b. Jika emas yang nasabah titipkan di Pegadaian terjual, maka nasabah 
akan mendapatkan pembagian hasil dari penjualan tersebut. Pembagian 
keuntungan 1/3 untuk nsabah dan 2/3 untuk Pegadaian Syariah. 
c. Biaya penitipsn emas gratis selama emas belum terjual. Pegadaian 
menjamin keamanan emas yang dititipkan karena telah di asuransikan. 
d. Penjualan emas hanya bisa dilakukan satu kali per akad. Setiap akad 
memiliki kontrak tig bulan. 
e. Nasabah akan menerima pembagian hasil dari penjualan emas, tidak 
perlu khawatir akan rugi, karena keuntungan emas akan nasabah 
dapatkan walau harga emas sedang menurun. 
f. Pegadaian akan mengganti emas nasabah dengan berat dan dan kadar 
yang sama. 
g. Pembayaran bagi hasil penjualan akan di berikan apabila emas 
pengganti diterima. 
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h. Status barang konsinyasi dapat dilihat online dalam halaman CEK 
STATUS KONSINYASI dengan memasukkan nomor konsinyasi ke 
dalam kontrak pencarian pada aplikasi atau web resmi pegadaian. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Sejarah Umum Pegadaian Syariah  
Pada tahun 1746 sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan 
Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit 
dengan sistem gadai. Yahun 1811pemerintah inggris mengambil dan 
membubarkan Bank Van Leesing, masyarakat diberi keluasaan mendirikan 
usaha pegadaian. Tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama di 
Sukabumi ( Jawa Barat pada tanggal 1 april 1901).  tahun 1905 pegadaian 
berbentuk lembaga resmi. “ JAWATAN “ 1905. Tahun 1961 bentuk badan 
hukum berubah “ JAWATAN” ke “ PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang- Undang  ( Perpu ) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan 
Pemerintah ( PP ) No 178 Tahun 1961. Tahun 1969 bentuk Badan Hukum 
berubah dari “ PN “ ke “ PERJAN “ berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) 
No 7 Tahun 1969. Tahun 1990 bentuk Badan Hukum berubah dari “ PERJAN 
“ ke “ PERUM “ berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) No 103 Tahun 
2000. Dan pada tahun 2012 bentuk Badan Hukum berubah dari “ PERUM “ 
ke “ PERSERO “  pada tanggal 1 april 2012 berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ( PP )  No Tahun 2011.
111
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B. Sejarah Pegadaian Syariah Ngabean 
Semenjak pendirian pertama Pegadaian Syariah di Jakarta, solo 
menjadi kota tujuan untuk melebarkan bisnis Pegadaian Syariah, Pada tahun 
yang sama yaitu tahun 2013, Pegadaian Syariah membuka cabang yang 
berlokasi di Solo Baru. Pegadaian Syariah Solo Baru berditi pada tanggal 1 
November 2003. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis Pegadaian 
Syariah dan meningkatnya animo masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dari 
tahun ke tahun, membuat Pegadaian Syariah cabang Solo Baru membuka 
beberapa unit pelayanan syariah dikota solo. Hingga tahun 2019 ini, sudah 
dibuka lima unit pelayanan syariah yang baru yaitu UPS Pasar Kliwon, UPS 
Pasar Jongke, dan UPS Ngabean Kartasura.  
Pegadaian Syariah UPS Ngabean sendiri berdiri pada tanggal 12 
Februari 2010 yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 107 Kodepos 57165 
Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Unit ini 
didirikan yntuk lebih memudahkan nasabah yang berdomisili disekitar 
kartasura. 
C. Visi dan Misi Pegadaian  
Adapau visi dan msi Pegadaian Syariah didirikan yaitu antara lain : 
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1. Visi  
Pegadaian Syariah : menjadi the most valuable financial company 
di Indonesia dan sebagai agaen inklusi keuangan pilihan utama 
masyarakat.
112
 
2. Misi 
a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku 
kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 
b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan 
bisnis baru untuk menambah proposal nilai ke nasabah dan pemangku 
kepentingan.
113
 
c. Memberikan service excelence dengan focus nasabah melalui : 
1. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital 
2. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 
3. Praktek manajemen resiko yang kokoh 
4. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik114 
    Selain visi misi Pegadaian Syariah juga mempunyai sepuluh 
perilaku utama insan Pegadaian Syariah meliputi : 
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a) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif 
b) Berorientasi pada solusi bisnis 
c) Taat beribadah 
d) Jujur dan berfikir positif 
e) Kompeten di bidang tugasnya 
f) Selalu mengembangkan diri 
g) Peka dan cepat tanggap 
h) Empatik, santun dan ramah 
i) Bangga menjadi insan pegadaian 
j) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan115 
D. Keunggulan pegadaian syariah 
Pegadaian syariah juga mempunyai keunggulan dari Lembaga 
Keuntungan Syariah lainnya berikut keunggulannya sebagai berikut :
116
 
1.  Diperuntukkan bagi siapapun, sistem syariah yang kerap digunakan pada 
lembaga bank dan non bank syariah tidak terbatas pada orang- orang yang 
beragama Islam saja. Sistem keuangan syariah pun bisa digunakan oleh 
orang beragama non Islam. 
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2. Sesuai peruntukan, yakni sistem keuangan syariah mengusung skema riil 
yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, adalah jual beli , bagi 
hasil, sewa menyewa, jasa, dan lainnya. Setiap orang yang menggunakan 
sistem keuangan syariah bisa merasakan bagaimana menjalankan 
transaksi yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hal ini sungguh 
nyata berbeda dengan sistem konvensional yang jelas membagi nasabah 
menjadi dua jenis yakni debitur dan kreditur. Sistem profit dan non profit 
juga diatur secara jelas pada keuangan berbasis syariah. Pegadaian 
syariah menarik profit apda sektor bisnis. Sementara non profit sistem 
keuangan syariah akan lebih mengedepankan layanan berbasis asas tolong 
menolong. Beberapa diantaranya adalah pinjaman kebajikan (qardh al- 
hasan), ZISWAF ataupun CSR ( Corporate social Responsibility).
117
 
3. Halal , sistem keuangan berbasis syariah ini sangat tepat bagi anda yang 
tidak cocok dengan bunga dan riba, karena kami menjalankan sesuai 
dengan syari‟ah 
4. Prosedur dan caranya cepat 
5. Jangka waktu fleksibel 
6. Tarif kompetitif 
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E. Struktur kelembagaan dan job Description Pegadaian Syariah cabang 
Ngabean 
Untuk melakukan tanggung jawab dan tugas sehari- hari untuk 
memenuhi pelayanan bagi pegadaian dan nasabah, maka Pegadaian Syariah 
Cabang Ngabean memiliki struktur kelembagaan yang dijadikan patokan 
dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas sehari- hari. Adapun struktur 
kelembagaan pada Pegadaian Syariah Ngabean yakni : 
1. Pemimpin Cabang  : Bp. Purwanto 
2. Pengelola Angunan  : Ibu Nabila 
3. Penaksir    : Ibu Lastri 
4. Kasir Muda  : Ibnu Dian Wijanarto 
5. Satpam   : Bp. Risdianto 
Adapun penjelasan dari masing- masing struktur organisasi yaki sebagai 
berikut : 
a. Pemimpin Cabang yang memiliki tugas pokok berupa  
 Yakni mengelola operasional cabang dalam menyalurkan dana , atau 
uang pinjaman secara syariah dan melaksanakan usaha- usaha 
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lain,mengawasi jalannya transaksi gadai dan mewakili kepentingan 
perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
118
 
b. Pengelola angunan yang mempunyai tugas antara lain 
Menjaga dan mengurusi barang angunan dari nasabah, mengatur 
angunan yang masuk dan keluar.
119
 
c. Penaksir 
Yaitu bertugas menaksir barang atau emas untuk menentukan nilai 
barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan  
menetapkan uang pinajaman yang sesuai serta citra baik bagi 
perusahaan.
120
 
d. Kasir 
Menerima tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku guna mewujudkan citra yang baik bagi 
perusahaan. 
e. Satpam 
Mengamankan pegadaian serta barang nasabah di area kantor dan 
sekitarnya.
121
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F. Produk- Produk Pegadaian Syariah Ngabean 
Pegadaian Syariah mempunyai produk- produk yang dapat 
memudahkan masyarakat dalam urusan tertentu, produk- produk Pegadaian 
Syariah antara lain :
122
 
1. KCA ( Kredit Cepat Aman ) 
    KKCA ( Kredit Cepat Aman ) adalah kredit dengan sistem gadai 
yang diberikan oleh seluruh golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 
konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi 
terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman 
untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu mebawa angunan berupa 
perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop dll.
123
 
Ketentuan : 
a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya 
b. Menyerahkan barang jaminan 
c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli 
d. Nasabah menandatangani surat bukti kredit 
2. KRASIDA 
   Kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah ( UMKM ) untuk mengembangkan usaha dengan sistem 
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gadai KRASID A merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan 
fasilitas kredit yang cepat, aman, dan mudah. Angunan berupa perhiasan 
emas dan sepeda motor.
124
 
Ketentuan : 
a. Fotocopy KTP dan kartu keluarga 
b. Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau kendaraan 
bermotor. 
c. Untuk angunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan 
dokumen kepemilikan ( BPKP asli, fotocopy STNK dan faktur 
pembelian ) 
3. KREASI 
   Yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha 
kecil dan menengah ( UKM ) untuk pengembangan usaha dengan sistem 
fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB  sehingga 
kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.
125
 
Ketentuan : 
a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah 
berjalan setelah satu tahun. 
b. Fotocopy KTP, kartu keluarga, dan surat nikah ( jika sudah menikah) 
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c. Menyerahkan dokumen yang sah 
d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor ( BPKP 
asli, fotocoy STNK dan faktur pembelian ) 
4. RAHN  
Merupakan solusi cepat untuk mendapatkan dana. Prosesnya 
cepat dan aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa perhiasan 
emas, motor, mobil, rumah dll.
126
 
Ketentuan : 
a. Fotocopy KTP atau Kartu identitas resmi lainnya 
b. Memiliki barang jaminan 
c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKP dan STNK asli 
d. Nasabah menandatnagni surat bukti rahn 
5. AMANAH  
Pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah memudahkan 
pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk 
karyawan dan pengusaha mikro.
127
 
Ketentuan : 
a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/ swasta minimal telah 
bekerja selama 2 tahun 
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b. Melampirkan kelengkapan : fotocopy KTP ( suami dan istri ), 
fotocopy kartu keluarga, fotocopy SK pengangkatan sebagai 
pegawai/ karyawan tetap,rekomendasi atasan langsung, slip gaji 
dua bulan terakhir. 
c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH 
d. Membayar uang muka yang disepakati ( minimal 20%) 
e. Menandatangani akad AMANAH 
6. ARRUM 
Memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal 
usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada 
pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari- hari.
128
 
Ketentuan : 
a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah 
berjalan satu tahun. 
b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 
c. Menyerahkan dokumen kepemilika kendaraan bermotor ( BPKB 
asli, fotocopy, STNK, faktur pembelian ) 
7. ARRUM HAJI 
Pembiayaan arrum ahji apda Pegadaian Syariah menggunakan 
sistem gadai emas guna pendaftaran haji.
129
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Ketentuan : 
a. Memenuhi syarat sebagai pendftar haji foto copu KTP 
8. MULIA 
Layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara 
tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang 
fleksibel Mulia dapar menjadi alternatif investasi aman untuk 
memujudkan impian masa depan.
130
 
Ketentuan : 
a. Untuk pembelian secara tunau, nasabah cukup datang outlet 
pegadaian  dengan membayar nilai logam mulia yang akan 
dibeli. 
b.   Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan 
pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. 
9.  KONSINYASI EMAS 
Layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga 
menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman dan produktif, 
keuntungan dari hasil penjualan emas batangan di bagi hasil antara 
nasabah dan Pegadaian.
131
 
Ketentuan : 
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a. Fotocopy Identitas Diri ( KTP/ SIM/ Passport ) yang masih 
berlaku. 
b. Kuitansi pembelian emas yang dibeli di Pegadaian. 
c. Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6000 (2 
lembar ) 
10. PEGADAIAN REMITTANCE 
Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan dari 
luar negri dengan biaya kompetitif, bekerja sama dengan beberapa 
remiten berkala nsional dan internasional. Merupakan solusi 
terpecaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun 
secara instan.
132
 
Ketentuan : 
a. Mengisi dan melengkapi formulir pengiriman dan penerimaan 
uang. 
b. Membawa Kartu Tanda Pengenal ( KTP ). 
c. Membawa Nomer Kontrol Kiriman Uang PIN, Kode, Transfer, 
atau MTCN ) 
d. Membawa Kartu Tanda Pengenal ( KTP/ SIM/ Passport ). 
11. MULTI PEMBAYARAN ONLINE 
Melayani pembayaran berbagai tagihan, layanan MPO 
merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan 
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kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening 
bank. 
133
 
Ketentuan : 
a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian se;uruh Indonesia 
membawa dan menyerahkan nomer pelanggan untuk tagihan 
listrik, telepon, pulsa ponse, PDAM, tiket kereta api, dan ain 
sebagainya. 
12. JASA SERTIFIKASI BATU MULIA 
Jasa pengujian pada suatu batu mulia yang dilakukan oleg 
gemologis di laboratorium gemologi untuk mengetahun jenis, 
keaslian, kualitas, spesifikasi- spesifika lain yang dibutuhkan dan 
untuk memberikan kepastian kepada pemilik, penjual atau pembeli 
batu mulia.
134
 
13. JASA TAKSIRAN 
Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase 
dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik 
untukkeperluan investasi atau kebutuhan bisnis dengan biaya yang 
relatif terjangkau .
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14. JASA TITIPAN 
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Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang 
berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga ,aupun 
kendaran bermotor. Layanan ini dikenal dalam dunia perbankan 
sebagai Safe Deposit Box.
136
 
G. Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Ngabean 
Produk konsinyasi emas dalah layanan titip jual emas batangan yang 
dilakukan oleh Pegadaian Syariah  melalui layanan konsinyasi emas. Dengan 
melakukan penitipan atau konsinyasi, emas nasabah akan aman dan lebih 
produktif serta ada jaminan kehilangan. Emas yang dititipkan oleh pegadaian 
akan dijaga hingga masa konsinyasi itu berakhir. Masa konsinyasi emas 
berlangsung selama tiga bulan, selama masa konsinyasi nasabah tidak bisa 
menjualnya. Emas yang ingin di konsinyasikan haruslah emas batangan yang 
dibeli langsung di Pegadaian, apabila emas bukan dari pegadaian maka emas 
tidak dapat di konsinyasikan. Emas dapat dibeli dengan cara mengangsur 
ataupun tunai, akan tetapi jika dibeli secara angsur maka emas harus lunas 
dahulu baru boleh di konsinyasikan. Jika dalam waktu tiga bulan emas yang 
dititipkan terjual maka untung akan diberikan pihak pegadaian setelah pihak 
pegadaian memesankan emas pada produsen emas lalu hasil penjualan 
langsung diberikan  kepada nasabah dan emas diganti dengan berat dan jenis 
yang sama. 
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Metode pembagian hasil ini biasanya memakai perbandingan 1 : 2. 
Nasabah akan mendapatkan 1/3 persen sedangkan pegadaian mendapatkan 2/3 
persen. Pegadaian syariah apda hal ini bekerja sama dengan supplier produsen 
emas yaitu PT. ANTAM dan UBS ( Untung Bersama Sejahtera ). PT 
ANTAM dan UBS (Untung Bersama Sejahtera) adalah produsen emas 
batangan yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah. Produsen emas 
tersebut terbilang sama dari segi kadar, bahan, dan sertifikat yng membedakan 
hanyalah milik BUMN dan Swasta. 
1. Bentuk Pernyataan Konsinyasi Emas 
a. Emas yang dititip jual adalah emas dengan kadar 99,99 % yang dibeli 
dari PT. ANTAM beserta sertifikat. 
b. Melampirkan bukti pembelian kuitansi pembelian emas atau berita 
acara serah terima emas yang dibeli dari program MULIA di 
Pegadaian. 
c. Melakukan kesepakatan dengan menandatangani perjanjian 
konsinyasi. 
d. Fotocopy identitas diri ( KTP/ SIM/ Pasport ) yang masih berlaku 
e. Membayar biaya administrasi Rp. 5000 
f. Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6000 sebanyak 
dua lembar 
g. Jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang 
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2. Ketentuan Konsinyasi Emas 
a. Emas harus dibeli dari Pegadaian 
b. Penjualan emas konsinyasi hanya berlaku untuk penjualan secara 
cash. 
c. Emas memiliki keaslian 100 % dari pegadaian 
d. Pembayaran keuntungan dari hasil penjualan adalah 1: 2. 1/3 untuk 
nasabah dan 2/3 untuk Pegadaian 
e. Harga ditentukan berdasar harga pokok jual barang yang berlaku saat 
itu juga ditempat terjadinya konsinyasi. 
f. Bagi hasil akan diberikan pada nasabah setelah emas pengganti 
dating 
g. Penitipan gratis selama emas belum terjual 
h. Penjualan konsinyasi hanya satu kali setiap satu akad 
H. Akad yang digunakan pada Konsinyasi Emas 
 Seperti yang kita sudah ketahui, konsinyasi emas adalah layanan tutip 
jual emas yang merupakan produk dari Pegadaian Syariah guna membuat 
emas menjadi aman dan lebih produktif. Akad yang digunakan pada 
konsinyasi emas adalah akad bagi hasil atau biasa disebut dengan 
(Muḍarabah ). Muḍarabah adalah suatu bentuk kerja sama dimana salah satu 
pihak dinamakan shahibul maal (pemilik dana ) dan mudarib (pengeloladana 
), berperan sebagai mitra yang tidak aktif dan disisi lain mudharib harus 
98 
 
menyediakan tenaga untuk mengatur dana, serta menyediakan  usaha dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan.  
 Bagi hasil yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam produk 
konsinyasi emas. jadi konsinyasi emas memakai akad Muḍarabah dengan 
pembagian nisbah (keuntungan ) 1/3 % untuk nasabah dan 2/3 % untuk pihak 
Pegadaian Syariah.  
I. Jangka waktu Konsinyasi Emas 
 Jangka waktu akad atau perjanjian konsiyasi emas adalah tiga bulan, 
selama minimal tiga bulan akad konsinyasi emas berlangsung. Jika dalam 
waktu tiga bulan. Emas yang dititipkan belum laku  atau belum terjual sama 
sekali maka nasabah dapat memperpanjang perjanjian konsinyasi. Jika dalam 
tiga bulan nasabah ingin mengakhiri kontrak maka diperbolehkan oleh 
Pegadaian karena pihak pegadaian tidak menjelaskan bahwa mengakhiri 
kontrak sebelum tiga bulan akan dikenakan denda dan lain sebagainya. 
Namun jika emas terjual berkali- kali dan jangka waktunya sudah habis dan 
nasabah ingin memperpanjang perjanjian konsinyasi maka nasabah hanya 
perlu datang ke Galeri Pegadaian Syariah. 
 Setelah perjanjain berakhir dalam waktu tiga bulan uang bagi hasil 
dari konsinyasi akan dikirim melalui rekening nasabah, jika nasabah belum 
punya rekening maka dapat dengan manual datang ke Galeri Pegadaian. 
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J. Simulasi jalannya praktek Konsinyasi Emas 
 Bapak Eka membeli emas batangan  yang akan digunakan untuk 
investasi. Bapak eka ke Pegadaian Syariah untuk mengecek harga dan kualitas 
emas di Pegadaian Syariah. Setelah sampai di Pegadaian Syariah Bapak Eka 
langsung membeli emas antam 5 Gram tersebut. Bapak Eka membeli emas 
antam tersebut secara tunai dengan harga perbatangan Rp.  3.291. 000 dan 
harga per Gram Rp. 658. 200  dan ditambah biaya administrasi  Rp. 15000.
137
 
 Setelah membeli emas di Pegadaian Syariah, Bapak Eka khawatir 
emasnya akan hilang apabila ia simpan di rumah, Pegadaian Syariah pun 
menawarkan produk terbaru dari Pegadaian yaitu berupa produk konsinyai 
emas, konsinyasi emas adalah jasa titip jual emas. Bapak Eka tertarik pada 
produk konsinyasi bukan karena manjamin keamanan emasnya saja 
melainkan juga emas yang ia miliki menjadi lebih produktif. Dengan 
mengkonsinyasikan emas Bapak Eka mendapatkan bagi hasil sebesar 1/3 
persen dari hasil penjualan emas oleh Pegadaian. Sebelum di konsinyasikan 
Bapak Eka melakukan registrasi dan perjanjian konsinyasi atau kontrak 
selama tiga bulan.
138
 
 Dalam masa konsinyasi, emas Bapak Eka menjadi stok penjualan 
berdasarkan urutan FIFO ( First In First Out ),yaitu yang pertama kali 
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mengkonsinyasikan emas berati menjadi yang pertama kali di jualkan oleh 
pegadaian atau menjadi urutan pertama. 
 Bapak Ismu berniat akan membeli emas batangan sebesar 5 gram di 
Pegadaian Syariah. Maka datanglah Bapak Ismu ke Pegadaian Syariah untuk 
membeli emas batangan. Pada saat itulah Pegadaian Syariag mengecek urutan 
FIFO dan emas milik Bapak Eka lah yang memiliki urutan pertama dalam 
FIFO, maka saat itulah Pegadaian menjualkan emas Bapak Eka kepada Bapak 
Ismu. 
 Pegadaian Syariah memesankan kembali emas Bapak Eka yang sudah 
terjualkan ke PT. ANTAM, dengan jenis dan berat yang sama, dengan kurun 
waktu satu bulan  untuk menggantikan emas Bapak Eka. Selanjutnya 
Pegadaian Syariah memberikan bagi hasil kepada Bapak Eka dengan bagi 
hasil 1/3 untuk Bapak Eka dan 2/3 untuk Pegadaian Syariah.
139
 
 Jika emas yang dibuatkan produsen emas sudah jadi, maka emas milik 
Bapak Eka menjadi urutan FIFO kembali apabila tempo kurang dari tiga 
bulan, karena sesungguhnya Pegadaian Syariah tisak punya stok emas, 
miliknya semua adalah titipan dari produsen emas atau lelangan dari nasabah 
yang tidak bisa membayar atau mengangsur gadai saat jatuh tempo. Harga 
naik turun emas tidak berpengaruh pada nasabah, nasabah tetap mendapatkan 
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1 % dan Pegadaian Syariah mendapatkan 2 % . karena harga dari PT. 
ANTAM lebih murah dari yang di tawarkan oleh Pegadaian.
140
 
K. Tanggapan Nasabah Terhadap Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian 
Syariah Ngabean 
 Berikut beberapa pendapat nasabah terhadap praktik konsinyasi emas 
ditahun 2017 mengatakan bahwa : 
1. Ibu Erni Wulandari, yang telah mengikuti konsiyasi emas padabulan 
november samapi dengan januari. 
     “ Ikut konsinyasi emas menurut pendapat saya yaitu keuntungannya 
tidak besar, selisih harga jual pegadaian syariah lebih besar dari emas 
antam. Hanya saja jika ikut konsinyasi itu emas kita aman”.141 
2. Bapak Sugeng Widodo  
    “  Ikut konsinyasi ini untungnya Cuma dapat gak sampai satu persen 
tapi ya emas jadi amanlah “.142 
3. Bapak Iwan Mulyawan 
     “ Daripada simpan di Bank, mending simpan emas karena zero 
inflation, dariapada simpan dirumah mending di Pegadaian walau dapat 
satu persen saja kan”.143 
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4. Ibu Sumarni 
    “ Duh mbak saya sudah satu tahun ikut konsinyasi tapi belum dapet 
untung karena mungkin emas saya bukan urutan pertama jadi laku paling 
belakangan dan itu untung-untungan, sekarang saya milih simpan 
dirumah saja, bisa dijual di toko emas malah jelas”.144 
5. Ibu Ratna Novita Sari 
    “Untuk praktik ini rugi dua persen, beli emas harga emas diambah 
tiga persen,dapat emas langsung dikonsinyasikan untungnya cuman satu 
persen.”145 
6. Bapak Kasdi 
      “ Titip jual emas dan hasilnya dibagi itu repot mending jual 
sendiri”.146 
   Dari hasil wawancara tersebut rata- rata nasabah keberatan dengan bagi hasil 
yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah dengan presentase 1 : 3, namun ada sebagian 
nasabah yang suka dngan jasa titip jual emas dan tidak merasa keberatan, dilihat dari 
segi manfaatnya konsinyasi emas memiliki manfaat penyimpanan gratis selama tiga 
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bulan. Namun dilihat dari segi keuntungan nasabah kebanyakan keberatan dengan 
ketentuan yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah dalam produk konsinyasi emas 
ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
 
 
BAB IV 
PRAKTIK KONSINYASI EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN Nomor 07/ 
DSN - MUI/ IV/ 2000 tentang PEMBIAYAAN MUḌARABAH  
(Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ngabean ) 
A. Analisis PraktIk Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang  
Ngabean 
Pegadaian  Syariah membuat terobosan baru untuk menarik nasabah.  
PT Pegadaian Syariah Cabang  Ngabean mulai menerapkan sistem konsinyasi 
emas kepada masyarakat. Seperti halnya visi dan misi Pegadaian ingin 
membantu pemerintah meningkatkan kesejahtraan rakyat dengan adanya 
investasi emas diharapkan masyarakat bisa berinvestasi untuk jangka waktu 
kedepan. Dan konsinyasi emas muncul dikalangan masyarakat menengah 
kebawah maupun menengah ke atas. Karena investasi yang mudah dan tidak 
butuh modal banyak. 
Konsinyasi Emas adalah layanan titip jual emas batangan yang harus 
dibeli langsung di Pegadaian Syariah . dengan adanya Koninya Emas yang, 
emas milik nasabah produktif dan emas nasabah lebih aman di tangan 
Pegadaian Syariah. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan 
ke nasabah dengan presentase margin 1 % dan untuk Pegadaian Syariah 2 %. 
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Pegadaian Syariah dengan prodk Konsinyasi Emas, membuat investasi 
emas yang dimilkii oleh nasabah menjadi produktif dan mempunyai 
keuntungan dengan cara titip jual. Emas nasabah yang dititipkan 
olehPegadaian akan dujualkan kembali kepada nasabah pihak ke tiga, lalu 
pegadaian akan mencari  atau  memesan kembali emas nasabah yang sudah 
terjual kepada produsen emas yaitu PT. ANTAM  sebagai emas pengganti 
dengan kadar dan berat serta bentuk yang sama, namun hanya berubah pada 
nomer seri emas pada logam mulia karena produsen emas membuatkannya 
kembali. 
Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah cabang Ngabean 
menggunakan akad Muḍarabah . Pegadaian Syariah sebagai perantra 
nasasbah untuk menjualkan emas nasabah denagn sistem konsinyasi emas. 
Pegadaian Syariah mendapatkan 2 % dari hasil penjualan serta nasabah 
mendapat 1 % dari emas yang terjual. Perantara antara produsen emas ke 
nasabah dan dari nasabah pihak pertama ke pihak kedua.  
Pegadaian Syariah menggunakan akad Muḍarabah dalam 
pelaksanaannya, akad Muḍarabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik 
modal ( shahibul maal ) dan pengelola modal ( mudarib ) dengan pembagian 
keuntungan yang disepakati Bersama. Muḍarabah adalah penyerahan harta 
dari pemilik modal kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan 
dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati , sedangkan 
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kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain selain tenaga 
dan waktu. Akad Muḍarabah adalah akad yang diperbolehkan oleh Al- 
Qur‟an, hadist dan qiyas. 
Dalam rukun Muḍarabah mengatur tentang keuntungan, jika ada 
keuntungan makan keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola 
modal. Tidak diperbolehkan memberi syarat pada pihak ketiga. Karena si 
pemilik modal mendapatkan keuntungan dari hartanya sedangkan pengelola 
modal mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya dan jika memberi qirad 
menjadi batal sebab dia memberi orang lain sesuatu tanpa adanya jerih payah 
tapi jika dia mensyaratkan kepada mereka( pihak ke tiga ) berarti memberi 
qirad kepada dua orang. Jika dia mensyaratkan kepada mereka harus bekerja 
ini artinya ia memberi qirad kepada dua orang. Jika dia mensyaratkan 
keuntungan untuk si pemodal dan sebagian untuk pengelola sebagian untuk 
harta, maka pendapat yang rajin ( unggul ) tetap sah, sama dengan si pemodal 
memberi syarat untuk dirinya dau bagian dan untuk si pekerja satu bagian dan 
ini sah. 
Konsinyasi emas yang merupakan produk dari Pegadaian Syariah. 
Pegadaian Syariah hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk 
berinvestasi dalam konsinyasi emas. Adapun Pegadaian Syariah memakai 
akad Muḍarabah dalam menjalankan produk konsinyasi emas karena akad 
Muḍarabah adalah akad bagi hasil yang merupakan trobosan terbaru dari 
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Pegadaian untuk memperoleh keuntungan. Dalam praktek konsinyasi emas 
oleh Pegadaian Syariah ini tidak ada yang merasa dirugikan, hanya saja apa 
yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah tidak sesuai dengan akad yang 
Pegadaian Syariah gunakan. Nasabah disini sebagai shahibul maal dan 
modalnya adalah emas batangan, sedangkan Pegadaian Syariah sebagai 
mudarib ( pengelola dana ), dalam prakteknya Pegadaian mengelola emas itu 
untuk dijual. Pegadaian hanya  
\menyediakan jasa titip jual emas dari nasabah, selain itu emas harus 
disyaratkan merupakan emas dari Pegadaian Syariah. Emas disimpan di 
gudang yang berada pada kantor cabang Pegadaian Syariah, lalu emas akan 
dikeluarkan jika ada nasabah lain yang ingin membeli emas tersebut dan 
terjadilah prakek konsinyasi emas, dan pegadaian mendapatkan share profit. 
Menurut pihak Pegadaian Syariah, dari praktek konsinyasi emas ini 
bukanlah investasi jangka pendek karena keuntungan hanya nampak jika kita 
berinvestasi jangka panjang, jadi kesimpulannya jika nasabah mengikuti 
praktek konsinyasi emas ini, keuntungan tidak langsung tampak dalam 
beberpa bulan  tapi keuntungan akan nampak jika sudah berinvestasi tiga 
sampai lima tahun. Akan tetapi praktek konsinyasi emas ini menjamin emas 
nasabah akan aman walau keuntungan yang didapat tidak dirasa banyak atau 
belum mendapat keuntungan sama sekali saat mengkonsinyasikan emas. 
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B. Tinjauan FATWA DSN Nomor 07/ DSN - MUI/ IV/ 2000 tentang 
terhadap Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean. 
Terkait dengan akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean terhadap praktik Konsinyasi Emas ditinjau dari akad Muḍarabah. 
Menganalisis akad Muḍarabah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah 
sebagai akad dari produk konsinyasi emas. Konsinyasi emas adalah layanan 
titip jual emas yang dilakukan nasabah di Pegadaian Syariah. Jual beli 
merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai atau harta secara ridha diantara kedua belah pihak. Yang 
satu menerima benda- benda dan pihak lain menerima sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati. 
Pegadaian Syariah dalam menjalankan konsinyasi emas menggunakan 
akad Muḍarabah, didalam akad Muḍarabah diatur rukun, syarat dan hal- hal 
yang dapat menyebabkan akad Muḍarabah batal. Akad merupakan suatu tolak 
ukur terpenting dalam suatu perjanjian, jika salah satu syarat atau rukun dalam 
akad tersebut tidak terpenuhi maka akad bisa dikatakan fasid. 
Syarat sah akad yaitu apabila tidak ada beberapa hal yang dapat 
membatalkan akad Muḍarabah seperti pembatalan ( al-fasakh  atau pemecatan 
( al- azl , meninggalnya salah satu pihak ysng berakad, kehilangn kecakapan 
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hukum, shahibul maal pindah agama ( murtad dan tidak terpenuhinya salah 
satu syarat Muḍarabah.  
Pengertian konsinyasi emas yaitu layanan titip jual emas oleh nasabah 
kepada Pegadaian Syariah berupa emas batangan yang dijanjikan dapat 
menjadikan emas nasabah lebih produktif  dengan ,mendapatkan ganti emas 
yang sama seperti yang dititipkan di Pegadaian. 
Pegadaian memakai akad Muḍarabah dalam praktik konsinyasi emas, 
para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai akad Muḍarabah 
seperti : 
a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ditinjau dari segi tujuan kedua 
belah pihak, Muḍarabah adalah serikat laba. Karena perikatan tersebut 
terdapat unsure penyerahan laba dari pemilik modal dan unsure 
penyerahan tenaga dari mudarib ( yang menjalankan modal ) untuk 
menjalankan uang agar ia bersama- sama menikmati labanya dengan 
pemilik modal jadi tujuan perikatan ini adalah menikmati laba bersama- 
sama. Dari segi inilah, ulama hanafiyan menta‟rifkan  Muḍarabah dengan 
perikatan laba dengan penyerahan uang dari satu pihak dan penyerahan 
kerja dar pihak lain. 
b.  Ulama Syafi‟i berpendapat akad yang mengandung penyerahan uang 
oleh seorang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikelola dalam 
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bentuk usaha lain, dengan ketentuan stiap pihak memperoleh sesuatu 
bagian dengan syareat tertentu. 
c. Ulama Hanabilah berpendapat Muḍarabah adalah penyerahan modal dari 
pemilik uang atas jumlah uang tertentu kepada seseorang untuk dijadikan 
sebagai bentuk usaha dengan perjanjian bagian keuntungan tertentu. 
Modal tersebut berupa uang kartal atau giral.
147
ng dari satu pihak dan 
penyerahan kerja dari pihak lain. 
Dalam praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang 
Ngabean mensyaratkan nasabah agar emas yang dikonsinyasikan adalah 
emas yag dibeli langsung di Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya 
pegadaian mengelola emas untuk kemudian dijualkan. Emas tersebut 
disimpan untuk menjadi perantara antara produsen emas dan 
nasabah.Dengan syarat rukun serta fatwa DSN MUI tentng akad 
Muḍarabah yang ada pada bab II, apakah akad Muḍarabah menjadi akad 
yang sah atau tidak dalam produk konsinyasi. 
Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor  07/ DSN-MUI / IV / 2000, 
Pegadaian Syariah Cabang Ngabean dalam menjalankan praktek 
konsinyasi emas telah sesuai dengan fatwa, karena Pegadaian Syariah 
menggunakan akad Muḍarabah dengan benar dan dalam prosesnya tidak 
ada yang melanggar ketentuan fatwa. 
                                                          
147
Ibid.,hlm. 162.  
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Meskipun fatwa DSN MUI menyebutkan akad Muḍarabah dalam 
menjalankan praktek konsinyasi emas telah sesuai, namun ada alternatif 
akad yang bisa digunakan dalam konsinyasi emas diantaranya : 
1.  Pegadaian Syariah tidak hanya dapat menggunakan akad Muḍarabah 
dalam menjalankan konsinyasi emas. Tetapi Pegadaian Syariah juga 
dapat menggunakan akad ijarah dalam pelaksanaan konsinyasi emas. 
Dimana jika menggunakan akad ijarah berarti Pegadaian Syariah 
mendapatkan upah dari pemilik emas sesuai dengan lamanya waktu 
penitipan emas, terlepas dari apakah emas tersebut terjual atau tidak. 
Misalnya masa konsinyasi emas adalah tiga bulan, jika dalam tiga 
bulan emas nasabah sudah atau belum terjual maka Pegadaian Syariah 
tetap mendapatkan bayaran atau upah setelah masa konsinyasi emas 
berakhir, karena dalam hal ini Pegadaian Syariah telah memberikan 
jasanya berupa tenaga dan waktu untuk menjualkan dan menjaga emas 
nasabah. 
2. Pegadaian Syariah Cabang Ngabean juga dapat menggabungkan akad 
Muḍarabah dan ijarah dalam melaksanakan konsinyasi emas, yaitu 
dengan mendapatkan upah atau pembayaran dari jasa Pegadaian 
Syariah sendiri sebagai Perantara penjualan emas nasabah walaupun 
emas itu belum terjual  ( akad ijarah ), dan Pegadaian juga bisa 
mendapatkan bagi hasil dari emas yang sudah terjualkan atau 
112 
 
terkonsinyasi. Jadi Pegadaian Syariah mendapatkan nisbah 1/2 dari 
keuntungan penjualan ( akad Muḍarabah ). Jadi dalam hal ini 
Pegadaian mendapatkan dua keuntungan dari konsinyasi emas yaitu 
mendapatkan upah dari jasanya sebagai perantara penjualan ( ijarah ) 
dan Pegadaian Syariah juga bisa mendapatkan bonus atau nisbah 
sebanyak 1/2 dari hasil penualan tersebut ( Muḍarabah). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil analisis data yang 
telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diterik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dilihat dari Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Ngabean, 
praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang Ngabean merupakan 
layanan titip jual emas di Pegadaian Syariah dengan akad Muḍarabah yang 
mana nasabah menitipkan  emasnya kepada pegadaian syariah untuk 
dijualkan dan nasabah harus membeli emas diPegadaian agar bisa 
dikonsinyasikan, dengan bagi hasil keuntungan 1 % untuk nasabah dan 2 % 
untuk Pegadaian Syariah. Emas nasabah yang sudah terjual akan diganti 
dengan emas yang baru dengan kadar dan berat yang sama namun berbeda 
nomer seri oleh Pegadaian Syariah dengan cara memesankan ke produsen 
emas yaitu PT. Antam. 
2. Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah tersebut sesuai dengan 
FATWA DSN MUI Nomor  07/ DSN-MUI / IV / 2000, karena Pegadaian 
Syariah mengelola emas nasabah untuk dijualkan, kemudian nisbah atau 
keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan oleh nasabah.  
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3. Pegadaian Syariah tidak hanya dapat menggunakan akad Muḍarabah pada 
konsinyasi emas, akan tetapi Pegadaian Syariah juga dapat menggunakan 
akad ijarah atau menggabungkan antara akad ijarahdan Muḍarabah. 
B. Saran 
Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Meskipun sudah ada fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang akad 
Muḍarabah yang digunakan untuk konsinyasi emas mungkin juga perlu 
dibuat fatwa DSN MUI mengenai akad ijarah untuk praktek konsinyasi 
emas atau fatwa DSN MUI tentang penggabungan akad iajarah dan 
Muḍarabah dalam praktek konsinyasi emas. 
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 DAFTAR PERTANYAAN 1 
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
Saya mohon dengan sangat, agar pertanyaan- pertanyaan tersebut dibawah 
ini sekiranya dapar dijawab dan jelaskan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang 
Ngabean terkait guna kelengkapan data- data penelitian. 
A. Terkait Praktek Konsinyasi Emas 
1. Berapa lamakah kontrak konsinyasi emas? 
2. Apa itu konsinyasi emas ? 
3. Bagaiimana Persyaratan Konsinyasi Emas ? 
4. Dimana nasabah bisa melakukan konsinyasi emas ? 
5. Berapa pembagian bagi hasil atas penjualan logam mulai konsinyasi? 
6. Apakah emas yang dikonsinyasikan harus dibeli di Pegadaian ? 
7. Bagaimana saya memperoleh pembayaran bagi hasil penjualan ? 
8. Apakah saya memperoleh logam mulia pengganti yang baru ? 
9. Apakah emas yang belum laku bisa diambil kembali ? 
10. Akad apa yang digunakan dalam konsinyasi emas ? 
B. Terkait Nasabah Konsinyasi Emas 
1. Kapan mendapat keuntungan yang didapat dari Konsinyasi Emas ? 
2. Apa yang harus dilakukan saat mendaftar Konsinyasi Emas ? 
3. Apa keuntungan yang dirasakan saat mengikuti Konsinyasi Emas ? 
4. Berapakah bagi hasil yang didapan dari Konsinyasi Emas ? 
5. Berapa lama mengikuti Konsinyasi Emas ? 
 DAFTAR JAWABAN 1 
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
 Berikut adalah jawaban dari beberapa pertanyaan diatas, yang dijawab 
berdsarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Ngabean. 
A. Terkait Praktek Konsinyasi Emas 
1. Kontrak konsinyasi emas memiliki jangka waktu tiga bulan 
2. Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas  
3. Fotocopy identitas diri, kuitansi pembelian emas di Pegadaian Syariah. 
Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi emas dengan materai 6000 
4. Konsinyasi Emas dapat dilakukan di Pegadaian Syariah seluru Indonesia 
5. Bagi hasil dari Konsinyasi emas adalah 1/3 untuk nasabah dan 2/3 untuk 
Pegadaian Syariah 
6. Emas yang dikonsinyasikan harus emas yang dibeli dari Pegadaian 
Syariah 
7. Pegadaian Syariah akan menghubungi nomer nasabah atau nasabah dapat 
mengecek status konsinyasi di web Pegadaian Syariah. 
8. Emas nasabah yang terjual akan diganti dengan berat dan jenis yang 
sama oleh Pegadaian Syariah 
9. Emas yang belum laku dapat diambil kembali sesuai keinginan nasabah 
10. Akad yang digunakan dalam konsinyasi adalah mudarabah atau bagi 
hasil 
B. Terkait Nasabah Konsinyasi Emas 
1. Keuntungan dapat diperoleh setelah emas terjual 
2. Fotocopy identitas diri, kuitansi pembelian emas di Pegadaian Syariah. 
Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi emas dengan materai 6000 
3. Emas terjamin keamanannya  
4. Nasabah mendapat bagi hasil 1/3 sedangkan Pegadaian Syariah 2/3 
5. Tergantung nasabah, ada yang hanya tiga bulan namun ada yang 
sampai 4 tahun. 
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